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MOTTO 

 

دٗا فجََزَاؤُٓهُۥ  تعَمَ ِ ُ عَلَيۡهِ وَلعََنهَُۥ وَأعََدَّ لهَُۥ عَذاَباً عَظِيمٗاوَمَن يَقۡتلُۡ مُؤۡمِنٗا مُّ لِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللََّّ جَهَنَّمُ خََٰ  

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah 

neraka Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta 

menyediakan azab yang besar baginya. 

(QS. An-Nisa’:93) 

.” 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin 

beserta perangkatnya. Penulisan translitrasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini 

berpedoman pada (SKB) Mentri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I  

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin : 

Hurufarab Nama Huruflatin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ komaterbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   ََ   Fathah A A 

   ََ   Kasrah I I 

 ََ  Dhammah U U 

 

2) VokalRangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...  ََ َ  ي   
Fathah dan ya Ai a dani 

...  ََ َ  و   Fathah dan wau Au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

...  ََ ََ ى   ا... 
Fathah dan alif atau 

ya 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ىِ  ...

 Hammah dan wau U u dan garis di atas وُ  ...

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua: 

1) Ta’marbutah Hidup 

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harokat fathah, kasroh dan dommah 

transliterasinya adalah “t”. 

2) Ta’marbutah Mati 

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harokat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kaya yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha “h”. 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang 

diberi tanda syaddahitu. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah. 
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Pertama, Kata sandang yang diikuti huruf saymsiyah ditranslitrasikan 

dengan bunyunya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kedua, Kata sandang yang diikuti hirif 

qomariyah diranslitrasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai 

dengan bunyinya.  

Baik dikuti hurus syamsiyah maupun huruf qomariyah kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

7. Hamzah  

Huruf hamzah ditranslitrasikan dengan apostrof “ ‘ “ yang berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf  kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman 

Tajwid. 
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ABSTRAK 

Perbarengan tindak pidana merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh seseorang 

dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang 

awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim, tindak pidana ini diatur 

dalam pasal 65 KUHP. Dalam KUHP selain perbarengan juga terdapat adanya unsur turut serta yang 

memiliki makna  turut berbuat dalam peristiwa pidana dengan kerja sama yang disadari dengan pelaksanaann 

tindak pidana bersama. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Desa Cerih Kecamatan Jatinegara 

Kabupaten Tegal  pada bulan Agustus tahun 2019 dengan penyelesaian di persidangan Pengadilan Negeri 

Slawi. Atas dasar hal inilah penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan permasalahan yang 

hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perbarengan tindak pidana dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Slawi  Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. slw dalam prespektif hokum positif? 2) Bagaimana 

tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi 

Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw? 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas 

permasalahan-permasalahan mengenai; Bagaimana perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Slawi  Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dalam prespektif hukum positif, dan bagaimana tinjauan 

hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 

132/Pid.Sus/2019/PN. Slw. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

(penelitian Doktrinal) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu 

menggnakan studi kepustakaan dengan cara pengambilan data-data yang bersifat sekunder. Yang terdiri dari 

bahan hukum primer dan sekuder dari putusan Pengadilan Negeri Slawi. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: dalam hukum positif  hasil dari persidangan 

bahwa putusan akhir dari kasus tindak pidana perbarengan terdakwa dengan putusan pengadilan Negeri Slawi 

nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dihukum 13 (tiga belas) tahun penjara , berbeda dengan terdakwa kedua 

nomor 133/Pid.Sus/2019/PN. Slw dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara Sedangkan hasil dari penelitin ini 

penulis menerapkan sanksi untuk terdakwa dalam prespektif hukum islam menggunakan teori penyerapan 

(Nazariyyatul Jabb) dimana sanksi hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat 

di terapkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman Qisas atau hukuman mati dimana 

pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. 

Kata kunci: Perbarengan, Turut serta, Persetubuhan anak. 
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BAB I 

PENDAHULIAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di pengadilan Negeri Slawi telah memutus tentang kasus tindak pidana 

pembunuhan yang terjadi di Desa Cerih Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. 

Pembunuhan ini terjadi pada bulan April 2019, kejadian tindak pidana pada hari Jumat 

tanggal 26 April 2019 dari lima pelaku AM (20), MP (18), SA (24), NL (18), AL (15), dan 

korban NK (16). Tiga di antaranya perempuan yakin NL, AL, termasuk korban. Peristiwa 

bermula dari salah satu pelaku mengajak korban untuk bertamasya ke obyek wisata Praba 

Lintang Tegal, kelima terdakwa kemudian mengajaknya untuk minum minuman keras. 

Berpindah ke lokasi lain, korban dan kelima pelaku kemudian melanjutkan minum di 

sebuah rumah kosong di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Tegal. Korban kemudian 

diajak berhubungan badan oleh salah satu terdakwa hingga salah satunya kemudian 

mencekik korban hingga tewas di lokasi itu. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban 

dimasukkan ke dalam karung plastik yang kemudian diikat melilit mulai dari kepala hingga 

kaki sebelum akhirnya ditinggalkan. Jasad anak pertama dari Imam dan Sosiah, warga 

Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.1  

Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh warga di Dk. Jrumat Desa Cerih Rt. 15/I 

Kec. Jatinegara Kab. Tegal, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pukul 07.00 seorang 

warga bernama Mahfud Bin Muid sedang memeberihkan depan rumah kosong dan 

mencium adanya bau busuk dari arah rumah kosong bekas bengkel las, kemudian Mahfud 

Bin Muid menyuruh seorang yang bernama Jaruki untuk mengecek bau busuk yang ada di 

dalam rumah kosong tersebut bahwa di dalam rumah tersebut ada bungkusan karung yang 

ber bau busuk atau bangkai, Jaruki tidak mau membuangnya kemudian Jaruki 

                                                             
1 https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/08/13/14245511/kronologi-

pembunuhan-remaja-yang-jasadnya-tinggal-tulang-dalam-

karung?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16052819940854&csi=1&referrer=https%3A%2F

%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s, Selasa, 13 Agustus 2019, 14:24 WIB 
 

https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/08/13/14245511/kronologi-pembunuhan-remaja-yang-jasadnya-tinggal-tulang-dalam-karung?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16052819940854&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/08/13/14245511/kronologi-pembunuhan-remaja-yang-jasadnya-tinggal-tulang-dalam-karung?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16052819940854&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/08/13/14245511/kronologi-pembunuhan-remaja-yang-jasadnya-tinggal-tulang-dalam-karung?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16052819940854&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/08/13/14245511/kronologi-pembunuhan-remaja-yang-jasadnya-tinggal-tulang-dalam-karung?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16052819940854&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s
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meninggalkan lokasi sampai pukul 09.00 Wib, kemudian ada seorang bernama Khumaedi 

Bin Fatkhuri lewat di halaman depan rumah Mahfud Bin Mudi kemudian menyuruh 

Khumaedi Bin Fatkhuri untuk membuang bungkusan karung yang ada di dalam rumah 

kososng tersebut, saat Khumedi Bin Fatkhuri mau membuang bungkusan karung dengan 

di Tarik untuk di bawa keluar dari ruangan kemudian karung tersebut lepas dari ikatannya 

lalu di buka dari isi karung tersebut ternyata berisi tengkorak manusia.  

Dari kejadian tersebut maka semua pelaku tersebut di tangkap dan di sidang dalam 

pengadilan secara terpisah. Dari lima pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut penulis 

meneliti pada putusan pengadilan negeri Slawi No. 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw. yaitu tindak 

pidana melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga 

meninggal dunia dan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  yang 

dilakukan oleh terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin kepada Korban anak Nur 

Khikmah Bin Als Iik Binti Imam Maliki, dalam putusan ini bahwa terdakwa telah terbukti 

melakukan kekerasan memaksa korban anak bersetubuh dan melakukan kekerasan hingga 

meninggal dunia, dan perbuatan tersebut di lakukan bersama-sama dengan teman yang 

lainnya. Dengan ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara 13 (tiga 

belas)  tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila 

tidak di bayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 

Sedangan terdakwa Muhammad Sopro’i Bin Rohidi dengan No. perkara 

132/Pid.Sus/2019/PN.Slw yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana dengan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah) supsidair 3 (tiga) bulan kurungan.   

Dalam kasus pembunuhan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa 

maupun tubuh manusia di sebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak 

menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya pesaingan hidup, 

iklim kompitisi yang tidak sehat atau fair sebagai penyebab terjadinya kejahatan.2 Masalah 

kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya tindakan agresif, 

                                                             
2 Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), cet.1 hal.1 
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yang dapat di lakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, 

mendorong, menampar, meninju, mengigit, semua itu adalah bentuk kekerasan.3  

Melakukan beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang 

penerapannya. Kejadian yang sekaligus atau serentak tersebut samenloop yang dalam 

bahasa Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus.4 Turut serta 

melakukan (modeplegen) mempunyai ciri has yang berbeda karena mensyaratkan adanya 

perbuatan bersama (meedoet) antara pelaku materil (pleger) dan pelaku turut serta 

melakukan (modepleger). Dalam suruh lakukan (doeplegen) dan penganjuran (uitlokken), 

pelaksanaan tindak pidana hanya di lakukan oleh pelaku tindak pidana materil saja 

sedangkan pesuruh dan penganjur hanya memeberikan perintah dilakukannya tindak 

pidana. Dalam pembantuan pun ditemukan perbedaan dengan turut serta melakukan 

sehingga tindak pidana tidak akan terwujud tanpa kerjasama tersebut. Sebaliknya, 

pembantuan tidak dilandasi kerja sama yang erat karena tindak pidana dapat terjadi tanpa 

kerja sama tersebut.5 

Dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai 

ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam 

hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan tatkala terdapat seseorag yang 

melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda. Gabungan melakukan tindak pidana 

dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini 

terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan 

tentang rentetan pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya 

adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran.6  

A Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam diatur tata cara menjaga 

dan melindungi hak Allah SWT., hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan 

                                                             
3 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, (Bandung:Refika Aditama, 2010), Cet.1 hal.410 

4 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet ke-6, hal. 32 

5 Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran turutserta melakukan dalam ajaran penyertaan (Telaah Krisis Berdasarkan 

Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014), 

cet.1 hal. 59 

6 http://marwajunia.blogspot.com/2013/05/gabungan-hukuman-jinayah.html di akses pada kamis, 23 Mei 2013 

http://marwajunia.blogspot.com/2013/05/gabungan-hukuman-jinayah.html
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yang tidak di perkenankan menurut hukum.7 Undang-undang yang berkaitan dengan 

hukum pidana, dalam Fiqih Jinayah dibahas asas-asas hukum pidana Islam dan materi 

hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibahas tentang pengertian 

tindak pidana (Jarimah), macam-macam tindak pidana (Jarimah), unsur-unsur tindak 

pidana (Jarimah), yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban 

pidana dan hukuman. Kemudian dibahas tentang sumber aturan hukum pidana Islam, 

kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana, percobaan 

melakukan tindak pidana, turut serta dalam tindak pidana.8 

Kejahtan di Tegal dapat menimbulkan konflik di sekitarnya, kejahatan yang terjadi 

merupakan kejahatan yang sangat langka atau jarang di jumpai di wilayah Tegal khususnya 

di wilayah kabupaten yaitu pembunuhan, baik itu kejahatan yang di lakukan oleh orang 

dewasa maupun oleh anak-anak. Pembunuhan ini adalah  tindak pidana pembunuhan 

terhadap anak dibawah umur yang di lakukan bersama-sama dengan teman bermainnya. 

Jenis tindak pidana ini yaitu melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 

anak hingga meninggal dunia, juga ada tindak pidana lain memaksa anak persetubuhan. 

Oleh sebab itu atas dasar peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji  pada 

kejahatannya, karena kejahatan ini di luar batas kemanusiaan dan yang menjadi korbannya 

anak. Dengan bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Terhadap Perbarengan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Slawi No. 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dan Putusan Pengadilan  Negeri 

Slawi No. 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw”, semoga tulisan ini bisa menambah ilmu 

pengetahuan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbarengan dan turut serta melakukan tindak pidana dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Slawi  Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dan Putusan Pengadilan 

Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw dalam prespektif hukum positif? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan dan turut serta 

melakukan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 

                                                             
7 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 6 

8 Ibid., hal. 6-7 
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132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 

133/Pid.Sus/2019/PN.Slw? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian ini adalahuntuk memenuhi tugas dan melengkapi 

syarat guna persyaratan dalam memperoleh Gelar Strata 1 Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 

3. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan melakukan kekerasan atau turutserta 

melakukan kekerasan terhadap anak hungga meninggal dunia dan melakukan 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam putusan Pengadilan Negeri 

Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 

133/Pid.Sus/2019/PN.Slw. 

4. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana Indonesia dan Pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan perkara Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., dan Putusan 

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw., menurut Hukum Pidana 

Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan dalam memahami Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, 

khususnya tentang sanksi tindak pidana perbarengan dan turut serta melakukan 

kekerasan terhadap anak hingga  meninggal dunia juga memaksa  anak melakukan 

persetubuhan. 

b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan penjelasan serta 

spesifik kepada masyarakat maupun para akademisi mengenai sanksi tindak pidana  

pidana perbarengan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga  

meninggal dunia juga memaksa  anak melakukan persetubuhan dalam perspektif 

hukum Islam dan hukum positif. 

D. Telaah pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber refrensi untuk dijadikan 

bahan pertimbangan agar penulis dapat membandingkan antar berbagai penelitian yang 
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hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti 

dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

Pertama ialah sumber dari Skripsi yang ditulis Achmad Mansyur, Nim: 

11150450000061, yang berjudul Sangksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai 

Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Hukukum Islam dan Hukum 

Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018.PN. Srg), dari Program Studi  

Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Hasil dari skripsi ini ialah menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).9 

 Kedua ialah sumber dari skripsi yang ditulis Dian Kurniawan, Nim: 10500112123, 

yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pemunuhan Berencana yang disertai 

Pemerkkosan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS), dari Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Tahun 2016. Hasil dari skripsi ini ialah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan 

pidana penjara selama Seumur Hudup dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- 

(Lima ribu rupiah).10 

 Ketiga ialah sumber dari Skripsi yang di tulis Hardianti, Nim: B11114375, yang 

berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi 

kasus Putusan Nomor. 146/PID/2017/PT.MKS), dari Departemen Hukum Pidana Tahun 

2018. Hasil dari skripsi ini ialah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjatuhkan 

pidana  kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar 

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).11 

                                                             
9 Achmad Mansyur, Sangksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam 

Prespektif Hukukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018.PN. Srg), 2019 

10 Dian Kurniawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pemunuhan Berencana yang disertai Pemerkkosan (Studi 

Kasus Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS), 2016 

11 Hardianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus Putusan Nomor. 

146/PID/2017/PT.MKS), 2018 
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Keempat ialah sumber dari skripsi yang ditulis Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, 

Nim: 1111045100009, yang berjudul Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur 

dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 

7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbj), dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

Tahun 2016. Hasil dari skripsi ini ialah menjatuhkan pidana  kepada terdakwa dengan 

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.12 

 Dari telaah pustaka di atas mungkin semua kasusnya hamper sama, tetapi dari kasus 

yang ingin peneliti kaji itu tentang melakukan kekerasan dan atau turut serta melakukan 

pembunuhan dan persetubuhan terhadapa anak, motif kejadian, tempat kejadian, waktu 

kejadian dan putusan hakimpun berdeda. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap 

melakukan penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

(penelitian Doktrinal) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan cara pengambilan data-

data yang bersifat sekunder. Kajian terhadap penelitian ini pada dasarnya mengkaji 

hukum dalam kepustakaan, penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap 

asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap 

sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.13 

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 

Slawi.  

b. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah berupa putusan  

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., dan putusan  Pengadilan 

Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw., dengan mengumpulkan data-data 

yang terdapat di Pengadilan Negeri Slawi. 

                                                             
12 Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kbj), 2016 

13 Yesmil Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum. (Jakarta: Grasindo, 2008), Hal. 83 cet ke-1 
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Sedangkan jenis data yang penulis gunakan berupa: 

1. Data Primer 

Dalam menjawab rumusan masalah untuk memenuhi tujuan penelitian, 

maka penulis menggunakan bahan utama untuk di jadikan reference yaitu data-data 

dalam bentuk dokumen Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 

132/Pid.Sus/2019/PN.Slw. dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 

133/Pid.Sus/2019/PN.Slw.  

2. Data Sekunder 

Bahan hukun sekunder ini bersifat sebagai pendukung, untuk menunjang 

validitas dan reliabilitas data perimer. Maka penulis berusaha menelusuri dan 

mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, 

jurnal ilmiah, arsip, ataupun bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

3. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan 

skripsi adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

dengan cara pengumpulan bahan melalui dengan menggunakan catatan atau hasil 

putusan yang sudah tersimpan. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya yang harus di tempuh adalah 

analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data 

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat di gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang 

diajukan dalam penelitian. Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini di uraikandalam lima bab dengan urutan sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II meliputi penerapan tindak pidana dalam hukum pidana posistif dan hukum 

pidana Islam. 

Bab III meliputi tindak pidana perbarengan dan turut serta melakukan kekerasan 

hingga meninggal studi kasus putusan PN. Slawi No. 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dan 

133/Pid.Sus/2019/PN.Slw 

Bab IV analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana perbarengan dan turut 

serta melakukan kekerasan hingga meninggal. 

Bab V merupakan bab akhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, 

saran, dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA PERBARENGAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN  

PEMBUNUHAN DAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK 

 

A. Tindak Pidana Perbarengan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dalam Hukum 

Pidana Positif 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum 

pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau tindak pidana.14 

Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan 

objek ilmu pengetahuan Hukum Pidana (dalam arti luas), dan harus di bedakan: 

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreet sebagaimana 

terwujud dalam masyarakat (social Verschijnsel, Erecheinung, Phenomena), ialah 

perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari 

masyarakat dalam konkreto. 

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip), ialah 

sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana. 15 

2. Unsur Tindak Pidana 

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam 

hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti 

oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana 

merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya 

kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). 16 

Unsur-unsur tindak pidana merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan 

apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau 

                                                             
14 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012), hlm. 18 Cet. 1 
15 Prof. Sudarto, Hukum Pidana 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), Hal. 63 Cet ke-3 
16 Karim, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, (Surabaya, Jakag 

Media Publishing, 2020), Hal. 137 Cet ke-137 
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tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, 

tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur tindak pidana dipenuhi, 

orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak dapat didalam perundang-undanagn, 

para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur perbuatan pidana 

tersebut.17 Berikut akan di uraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. 

Simons sebagaimana yang dikutip oleh Leden Marpung, dalam bukunya yang 

berjudul “Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)”, telah mengartikan 

perbuatan pidana (delik)  sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Dari definisi Simons 

tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) 

perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat; (2) di ancam 

dengan pidana; (3) melawan hukun; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) oleh orang 

yang mampu bertanggungjawab. 

3. Perbarengan Tindak Pidana ( or Samenloop) 

Istilah Concursus or Samenloop ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan 

beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga 

memakai istilah “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”. Suatu Samenloop Van 

Strafbare Feiten atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang 

yang sama dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim 

yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.18 

Yang dimaksud dengan Samenloop Van Strafbare Feiten itu sendiri, maupun 

permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham mengenai “feit” 

yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah Concursus/Samenloop itu,19 

khususnya dalam rumusan Pasal 63 (1) KUHP; 

                                                             
17 Karim, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, (Surabaya, Jakad 

Media Publishing, 2020), hal. 137-138 Cet ke-1 
18 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 98 Cet ke-1 
19 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 98 Cet ke-1 
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“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebuh dari satu aturan pidana, maka yang 

dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang 

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.20 

Adakalanya “feit” diterjemahkan dengan “perilaku”, meskipun dalam kenyataannya 

tidak selalu demikian. Sementara ada kalanya juga “feit” diterjemahkan dengan 

“perbuatan” dengan alasan “feit” sebagi suatu “materiele feit” atau “materiele 

handeling” (“perbuatan nyata”).21 

Concursus= Perbarengan= Samenloop Van Strafbare Feiten  

1. Ditinjau dari segi pemidanaannya: 

a. Concursus Idealis = Eendaadse Samenloop (Pasal 63 KUHP).22 

Concursus Idealis adalah apabila suatu perbuatan memenuhi lebih dari 

satu aturan pidana, maka hanya dikenakan satu aturan pidana yang memuat 

ancaman pidana paling berat. Menurut pasal 63 KUHP Ayat (1) disebutkan 

bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka 

yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, 

yang dikenakan yang menurut ancaman pidana pokok yang paling berat.23 Jika 

perbuatan dipandang sebagai concursus idealis, dimana hanya da satu perbutan 

saja, penuntutan yang kemudian atau belakangan tidak dapat dilakukan. 

Dengan demikian hanya dapat dilakukan penuntutan satu kali. Menurut Pasal 

64 KUHP Ayat (2) disebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu 

aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.24 

b. Concursus Realis = Meerdaadse Samenloop 25 

Concursus realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan 

pidana (perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing 

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan pidana yang berupa 

                                                             
20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 63 Ayat (1) ke-1 
21 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 98 Cet ke-1 
22 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hal. 81 Cet ke-1 
23 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 

2017),  Hal. 189 Cet ke-1 
24 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 

2017),  Hal. 189 Cet ke-1 
25 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hal. 81 Cet ke-1 
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kejahatan atau pelanggaran) dengan ketentuan belum dijatuhkan hukuman oleh 

pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.26 

Suatu tindak pidana masuk kategori concursus realis, yaitu manakala ada: 

1. Seorang pelaku. 

2. Melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri. 

3. Semua tidak diadili sekaligus, artinya antara tindak pidana kesatu, kedua, 

ketiga, belum ada putusan pengadilan atau belum  pernah diproses.27 

Dengan catatan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada concursus 

realis dan perbuatan berlanjut harus belaum ada putusan hakim atau vonis. Hal 

ini diatur dalam  Pasal 65, 66 dan 67 KUHP.28 

Pasal 65 KUHP:29 

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan 

beberapa kejahatan, yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis, 

maka hanya dijatuhkan satu pidana. 

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksismum pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari 

maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 

Pasal 66:30 

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus 

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga 

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan podana pokok yang 

tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi 

jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 

sepertiga. 

                                                             
26 Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 

2017),  Hal. 189 Cet ke-1 
27 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hal. 83 Cet ke-1 
28 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2914), Hal 78 Cet ke-1 
29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 
30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 
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(2) Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksismum kurungan 

pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 

Pasal 67:31 

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping 

itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang 

tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan 

pengumuman putusan hakim”. 

Masing-masing pasal perlu diamati secara seksama, pada Pasal 65 dan 66 

KUHP menganut sistem kumulasi, sedangkan Pasal 70 KUHP menganut sistem 

absorbs yang diperkeras.32 

Pasal 70:33 

(1) Jika ada perbarengan seperti tersebut pasal 65 dan 66, baik perbarengan 

pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, 

maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa 

dikurangi. 

(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya kurungan dan kurungan pengganti 

paling banyak adalah satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya 

kurungan pengganti paling banyak adalah delapan bulan.34 

c. Perbuatan Berlanjut = Voortgzette Handeling = Pasal 64 KUHP. 

Perbuatan berlanjut disebut juga Voortgezette Handeling pada dasarnya 

menyerupai concursus realis namun memiliki karakter khusus. Diantara para 

sarjana terdapat perbedaan dalam menyebut Voortgezette handeling ada yang 

menerjemahkan sebagai “Perbuatan yang dilanjutkan” ada juga yang menyebutnya 

sebagai “perbuatan yang diteruskan” sedangkan Utrecht menyebutnya sebagai 

“perbuatan terus-menerus”. Pengaturan tentang perbuatan berlanjut dapat dilihat 

dalam Pasal 64 KUHP.  

Dalam perbuatan berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan dimana antara 

satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait atau merupakan satu kesatuan 

                                                             
31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 
32 Ibid., hal. 78 
33 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 70 
34 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hal. 84 Cet ke-1 
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(in zodanige verband). Undang-undang tidak memberikan penjelasan kriteria suatu 

perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Lamintang berpendapat 

bahwa ada 3 kriteria untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut35, yaitu:   

a. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu 

keputusan yang terlarang. 

b. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya 

beberapa tindak pidana yang sejenis dan, 

c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain 

itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.  

Pendapat Lamintang diperkuat oleh Leden Merpaung dalam bukunya yang berjudul 

Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, dalam bukunya beliau memaparkan bahwa 

untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 

64 KUHP, yaitu:  

1.  Atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang 

terlarang; 

2. kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 

3. tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.36 

4. Penyertaan atau Deelneming 

Penyertaan atau deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk 

turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik 

dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak 

pidana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari 

kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, 

beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur, 

membarengi. Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang 

atau lebih dalam suatu tindak pidana.37 

                                                             
35 Lamintang, P.A.F., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Aditya Bakti, 1988), hal 708 
36 Prisilia Anggraini Evelyn Terisno & Yuliana Angela, 2019, Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam 

Suatu Objek Perkara Yang Sama, Vol. 1 No. 1  hal 27 
37 Ike Indra Agustin Setyono,2018, PEMBANTUAN DAN PENYERTAAN (DEELMENING) DALAM KASUS 

PERKOSAAN ANAK, vol. 1 No. 01 
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Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan 

Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang 

dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak. 

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) 

yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata Penyertaan (deelneming) berarti 

turutnya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. 

Meurut Van Hamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran 

pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak 

pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang 

pelaku dengan tindakan sendiri.38 

Sebagaimana diketahui bahwa penyerta bahwa umumnya dibagi dalam dua 

golongan saja yang diukur dari pemidanaannya yaitu golongan yang disamakan 

dengan pelaku dan golongan pembantu.39 Turut serta tidak mempunyai arti dalam 

hukum pidana kecuali apabila turut serta dihubungkan dengan tindak pidana 

pokoknya. Perluasan tindak pidana didasarkan atas pandangan bahwa 

“…pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang 

melakukan tindak pidana..” Dengan demikian, hal yang paling memungkinkan 

adalah memandang turut serta dipidana atas perbuatannya. hal ini sejalan dengan 

pandangan hukum pidana modern bahwa “…orang pada dasarnya harus dipidana 

menurut apa yang dilakukan olehnya sendiri dan tidak dapat digantungkan 

pemidanaannya kepada apa yang diperbuat orang lain”.40 

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam 

hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin 

jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya 

(misalnya: menyuruh atau menggerakan untuk melakukan memberikan keterangan 

dan sebagainya), pada saat terjadnya (misalnya: turut serta, bersama-sama 

                                                             
38 Ike Indra Agustin Setyono,2018, PEMBANTUAN DAN PENYERTAAN (DEELMENING) DALAM KASUS 

PERKOSAAN ANAK, vol. 1 No. 01 
39 Lukman Hakim, ASAS-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta:Budi Utama, 2020), hal. 75 Cet ke-1 
40 Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis 

Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 93 

Cet ke-1 
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melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu 

tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).41 

Jika subjek itu hanya satu orang saja, maka tidak ada persoalan mengenai 

siapa yang dipertanggungjawabkan, jika semua unsur-unsurnya telah terpenuhi. 

Tetapi bilamana subjek itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka timbulah 

persoalan mengenai : apakah tiap subjek itu harus memenuhi semua unsur-unsur 

dari tindak pidana tersebut, sebagaimana hubungan antara sebjek-subjek tersebut 

dan terutama bagaimanakah pertanggungjawaban pidana setiap subjek. 

Pembedaan hubungan anatar para pelaku peserta tersebut adalah sangat 

penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para 

pelaku perseta dibedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-

hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang 

atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi 

antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama.42 

Dalam KUHP diatur mengenai perbuatan perkosaan terhadap perempuan 

pada Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287. Yang termasuk tindak pidana biasa adalah 

yang diatur di dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP. Sedangkan Pasal 287 KUHP 

merupakan delik aduan, apabila yang bersangkutan (korban) berusia antara 12 

sampai dengan 15 tahun. Dengan demikian terhadap Pasal 287 yang korbannya 

adalah perempuan berusia di bawah 12 tahun merupakan tindak pidana biasa. Jenis 

tindak pidana aduan dalam Pasal 287 menjadi gugur dan berubah menjadi tindak 

pidana biasa jika akibat persetubuhan tersebut menyebabkan anak yang berusia 

antara 12 sampai dengan 15 tahun tersebut mengalami luka, atau meninggal dunia. 

Tindak pidana aduan tersebut juga dapat berubah menjadi tindak pidana biasa 

apabila pelakunya adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan, 

mempunyai kewenangan atau berkewajiban memberikan bantuan secara 

professional kepada korban.                                                                                                                                    

Pada Pasal 81 Ayat 1 UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak diatur 

mengenai persetubuhan dengan anak. Perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 

                                                             
41 Lukman Hakim, ASAS-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta:Budi Utama, 2020), hal. 75 Cet ke-1 
42 Lukman Hakim, ASAS-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta:Budi Utama, 2020), hal. 75 Cet ke-1 
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81 Ayat 1 adalah persetubuhan dengan anak, yang diartikan sebagai suatu tindakan 

dengan memasukan alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin wanita 

(vagina). Persetubuhan yang dimaksud, dapat dikatakan sebagai tindakan 

pemerkosaan terhadap anak.  

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila 

dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari 

pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana 

tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan 

sebagai:  

1) Yang melakukan;  

2) Yang menyuruh melakukan;  

3) Yang turut melakukan;  

4) Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan;  

5)  Yang membantu melakukan.  

Dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa ancaman pidana penjara bagi anak 

yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa.43 Terkait dengan penyertaan telah diatur dalam 

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi 

menjadi dua pembagian besar, yaitu: 

a. Pembuat/Dader (pasal 55) yang terdiri dari: 

1. Pelaku (ploger) 

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi 

perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. 

Adapun yang termasuk dalam kategori pelaku adalah: 

a) Orang yang bertanggungjawab (peradilan Indonesia). 

b) Orang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mengahiri 

keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang 

berlangsung (peradilan Belanda). 

                                                             
43 Ike Indra Agustin Setyono,2018, Pembantuan dan Penyertaan  (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan  anak, vol. 1 

No. 01 hal.  
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c) Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (menurut 

Pompe).44 

2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger) 

Ajaran di dalam penyertaan ini disebut “middelijke daderschap” 

atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang 

menyuruh melakukan adalah seseorang yang berhak untuk melakukan 

suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang 

lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah 

bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat di 

pertanggungjawabkan menurut hukum pidana.45 

Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, 

sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian 

ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), 

dan pembuat tidak langsung (manus dominal/anctor intellectualis). 

Unsur-unsur dari doenploger adalah: 

a. Alat yang dipakai adalah enteng, 

b. Alat yang dipakai berbuat, 

c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Yang turut serta (medepleger) 

Modepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut 

tersebut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas 

masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya 

medepleger. 

a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja 

untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang 

undang-undang. 

                                                             
44 Agus Kasiyanto, Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2018), hal. 

22 Cet ke-1 
45 H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal 64 Cet ke-1 
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b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan 

selesainya delik yang bersangkutan.46 

4. Penganjur (uitlokker) 

Dalam bentuk menyuruh melakukan dalam uitlokker pun terdapat 

dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang 

yang menganjurkan (octor intelectualitas) dan seorang yang dianjurkan 

(actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah 

orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan 

pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya 

disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang 

dilancarkan penganur sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 

kedua KUHP. 

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat empat ciri penting uitlokker, 

yaitu: 

a) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor 

intelectualis, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk 

melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya 

bertindak sebagai actor materialis yakni orang yang melaksanakan 

perbuatan pidana atas anjuran actor intelectualis. 

b) Actor intelectualis menggerakan hati atau sikap actor materialis, 

sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana.47 

b. Pembantu (madeplichtige) 

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan 

Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip 

dengan medeplegen (tutut serta), namun perbedaanya terletak pda: 

a. Pada pembantu perbuatannyahanya bersifat membantu/menunjang, 

sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. 

                                                             
46 H. Agus Kasiyanto, Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2018), 

hal. 23 Cet ke-1 
47 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Budi Utma, 2019), hal.157-158 Cet ke-1 
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b. Pada pembangu, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa di 

syaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, 

sedangkan dalam turut serta, orang yang turutserta sengaja melakukan 

tindak pidana dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. 

c. Pembantu dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), 

sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana. 

d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang 

bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama. 

2) Pembantu sebelum kejahatan dilaukan 

Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran 

(uitlokking). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak 

jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh 

pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan 

pada pembantu materiel ditimbulkan oleh si penganjur.48 

5. Pembunuhan  

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku 

menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada 

masyarakat yang sepi dari kejahatan.49 Menurut Saparinah Sadili, perilaku 

menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norrma sosial 

yang mendasari kehidupan atau keteraturan social, dapat menimbulkan ketegangan 

individual ataupun ketegangan–ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau 

potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.50 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh 

artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan 

berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.51 Penjelasan Pasal 9 

huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah 

                                                             
48 H. Agus Kasiyanto, Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2018), 

hal. 24 Cet ke-1 
49 Niken Candra Lupita, 2017, Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 
50 Saparinah Sadili, Persepsi Soaial Mengenai Perilaku Menyimpang, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 26 
51  Prihatin Effendi, 2017, Motif Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut  Pasal 340 Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana No. VI VOL.2  
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sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan rencana 

(moord).52 

Pasal 340 KUHP berbunyi: 

“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang 

lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua pulih 

tahun.”53 

Dalam pasal 340 KUHP adalah salah satu perbuatan dolus/opzet/sengaja. 

Sehingga harus dibuktikan bagaimana sengaja dengan perencanaan yang dilakukan 

oleh pelaku. Alasan lain yang membuat pasal 340 KUHP memerlukan motif adalah 

karena perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP memuat ancaman hukuman 

hingga pidana mati sampai pidana seumur hidup.  

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tentu memiliki motif atau alasan 

tentang mengapa pelaku melakukan perbuatan perencanaan merampas nyawa orang 

lain. Tidak logis dalam hukum jika seseorang melakukan pembunuhan termasuk 

pembunuhan berencana tanpa motif yang jelas. Dari penafsiran gramatikal pasal 340 

KUHP bisa dipastikan pasal 340 KUHP memerlukan motif selain menggunakan 

penafsiran gramatikal juga memerlukan logika hukum dalam menafsirkan pasal 340 

KUHP. Sehingga dalam pasal 340 KUHP mengharuskan adanya motif. Memang 

pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit seperti pasal 378 KUHP yang memuat motif 

dikarenakan penerapan pasal 340 KUHP memerlukan kehati-hatian dalam 

penerapannya karena ancaman hukumannya yang sangat berat, pidana mati sampai 

pidana seumur hidup. Pasal 340 KUHP memiliki unsur, Pertama ; Unsur dengan 

sengaja. unsur pertama ini menghendaki diuraikannya dimana letak kesengajaannya. 

Apa yang menjadi motif utama sehingga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 

itu dilakukan. Karena tidak mungkin seseorang melakukan pembunuhan berencana 

(perbuatan yang jelas). Kedua. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini 

menghendaki diuraikannya proses perencanaan.54 

                                                             
52 Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141 Cet ke-2 
53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340. 
54 Prihatin Effendi, 2017, Motif  Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab 
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6. Persetubuhan dengan anak 

Terjadinya kejahatan kesusilaan tersebut bukan hanya merupakan gangguan 

terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat semata-mata tetapi juga 

merupakan biaya yang besar bagi masa depan korban kejahatan kesusilaan.55 

Persetubuhan diartikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis 

kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau 

tanpa disertai ejakulasi.56 Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana 

adalah pencabulan.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) menggolongkan tindak 

pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan 

dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan berkesan mencampuradukan 

pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Tindak pidana pencabulan 

adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan 

kesusilaan  seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau 

bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsi seksual. Ada beberapa bentuk dan 

jenis istilah tentang pencabulan adalah (Kartini Kartono, 1985). 

1. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak. 

2. Voyeurisum yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu. 

3. Fonding yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak. 

4. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.57 

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak, Pasal 81 mengatur: 

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 

                                                             
55 Rahmat Fauzi, 2019,  Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan 

Terhadap Anak di Polsek Empat Angkata Candung,  Vol. 5, No. 1 hal. 174-175 
56 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 129 dari 136 halaman 
57 Rahmat Fauzi, 2019,  Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan 

Terhadap Anak di Polsek Empat Angkata Candung,  Vol. 5, No. 1 hal. 176 
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tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 

paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.58 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang 

yang dengan sengaja melakukan kekerasa atau ancaman kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp. 60.000.000,00 (enam pulung juta rupiah).59 

B. Tindak Pidana Perbarengan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dalam Hukum 

Pidana Islam. 

1. Tindak Pidana (Jarimah) 

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. 

Secara etimologi jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti 

“berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada 

“perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata 

ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.60 

Para fuqaha’ sering juga menggunakan istilah jarimah sama dengan jinayah. Dari 

segi etimologi, kata jarimah (جر يكون ) merupakan kata jadian ( مصدر ) dari kata jarama 

 .yang berarti; berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah ,( جر م )

Dengan demikian, istilah jarimah mempunyai arti yang sama (simons) dengan istilah 

                                                             
58 Dikutip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 
59 Dikutip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 
60 Mardanai, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hal. 1 Cet ke-1 
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jinayah, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu 

mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.61 

Lebih spesifik lagi kata jarimah menurut Abu Zahrah ialah:  

لجر يمة هو ا لأ مر ا لمحظو را لذ ى يكون فيه عقا ب قرره ا لقضا ء ا  

"Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya di ancam 

dengan hukuman melalui proses pengadilan". 

Sedangkan menurut Al-Mawardi jarimah ialah:  

 ا لجر ا ىٖٔم محظو ر ا ت شر عيةّ ز جر ا لله تعا لى عنها بحدّ اؤ تعز ير 

"Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang di ancam 

oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta’zi"r.62 

Secara terminilogis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh 

Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Dalam hukum positif jarimah diartikan 

dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun 

No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan Jarimah 

adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam 

dengan uqubah hudud dan/atau takzir. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang 

hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau 

tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun 

Jinayat diancam dengan ‘uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir’.63 

2. Gabungan Tindak Pidana 

Istilah gabungan tindak pidana berbeda dengan pengulangan tindak pidana 

(residive). Yang pertama merujuk pada seseorang melakukan beberapa tindak pidana 

diman masing-masing belum mendapat putusan pengadilan. Sementara yang kedua 

terjadi apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana sesudah ia medapat suatu 

putusan hakim atas tindak pidana lainnya. Dalam hukum pidana Islam, masalah ini 

telah menjadi pembahasan. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal 

                                                             
61Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 4 Cet ke-1 
62 Ibid., hal 4 
63 Mardanai, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hal. 1-2 Cet ke-1 
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dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori  yang lain, yaitu teori 

saling memasuki atau melengkapi (tadakhul) dan teori penyerapan (al-jabbu).64 

1) Teori Saling Melengkapi (tadakhul) 

Pengertian saling melengkapi adalah ketika terjadi gabungan perbuatan 

(tindak pidana), hukum-hukumnya saling melengkapi sehingga karena kondisi ini 

semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu 

perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua prinsip. 

Pertama, meskipun perbuatan tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis 

semuanya itu satu macam, seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang, 

perzinaan berulang-ulang, atau fitnah berulang-ulang, hukuman atas perbuatan 

tersebut saling melengkapi. Artinya, hanya dikenai satu macam hukuman selama 

belum ada keputusan hakim karena jika pelaku melakukan suatu perbuatan (tindak 

pidana) yang sama setelah ada keputusan hakim, si pelaku tetap harus dijatuhi 

hukuman yang lain. Dalam hal ini, bukan penjatuhan hukuman yang 

dipertimbangkan, melainkan pelaksanaan hukuman. Karena itu, setiap tindak 

pidana yang terjadi sebelum pelaksanaan hukuman maka hukuman-hukumannya 

saling melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanakan. 

Menurut pendapat yang unggul (kuat), beberapa perbuatan dianggap satu 

macam perbuatan selama objektif adalah satu meskipun berbeda-beda unsur serta 

hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokan (hirabah), keduanya 

dikategorikan sebagai pencurian; juga seperti zina muhson dan zina gairu muhsan, 

keduanya adalah perzinaan. Dalam keadaan seperti ini, hanya hukuman  yang 

paling berat yang harus dilaksanakan.65 

  Kedua, meskipun perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya itu 

berganda dan berbeda-beda macamnya, hukumannya bisa saling melengkapi dan 

cukup hanya dijatuhi satu hukuman dengan syarat hukuman yang dijatuhkan ini 

ditetapkan untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan 

tujuan yang sama. Misalnya, seseorang yang menghina seorang pegawai 

pemerintah, menentangnya, dan menganiayanya maka atas ketiga perbuatan 

                                                             
64 Mardanai, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hal. 59 Cet ke-1 
65 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Islam, Juz III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hal. 143 
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tersebut, pelaku dijatuhi satu hukuman saja karena hukum-hukuman tersebut 

dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi si pegawai dan 

pekerjaannya.66 

2) Teori penyerapan (Nazariyyatul Jabb) 

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman di mana 

hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman-hukuman tersebut 

dalam hal ini hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap 

hukuman-hukuman lainnya. Dikalangan fuqaha belum ada kesepakatan tentang 

penerapan teori tersebut, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad memegang teori 

tersebut, sementara Imam Syafi’i tidak.67 Mereka yang menetapkan juga berbeda 

pendapat tentang sampai dimana daerah berlakunya teori penyerapan. 

Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul 

dengan hukuman mati sebagai hak Allah (seperti pada tindak pidana murtad) atau 

dengan hukuman kisas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak 

dapat dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman hudud 

tersebut) kecuali pada tindak pidana Qazaf , hukumannya tetap dilaksanakan, 

kemudian dibunuh.68 

Apabila terjadi dua tindak pidana hudud (misal mencuri dan berzina bagi 

yang sudah menikah) maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan. Namun jika 

hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia) dimana salah satu 

diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan lebih 

dahulu, dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuaman mati.69 

Imam Ahmad bun Hambal berpendapat apabila berkumpul dua tindak 

pidana hudud sebagai hak Allah dan di dalamnya ada hukuman mati, seperti 

mencuri dan berzina muhson, meminum minuman keras dan membunuh ketika 

melakukan perampokan (hirabah), hanya hukuman mati yang dilaksanakan, 

sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman hudud berkumpul dengan 

hak-hak manusia (adami), hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih 
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dahulu, sedangkan hak-hak (hukuman karena) Allah diserap oleh hukuman mati, 

baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman hudud mau pun qisas. Jadi, apabila 

seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja kemudian ia menuduhnya 

berzina (qazaf), mencuri, berzina, serta membunuh orang lain, hukumannya adalah 

dipotong jarinya sebagai hukuman qisas kemudian dijatuhi hukuman had tindak 

pidana qadzaf (delapan puluh kali cambuk) kemudian dibunuh. Adapun selain 

hukuman-hukuman tersebut maka menjadi gugur. 

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya, apabila terdapat gabungan hak 

manusia dengan hak Allah (hak masyarakat umum), hak manusialah yang 

didahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah 

terlaksana, hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, hak Allah terhapus karena kondisi 

darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan dan hak Allah ini lebih dari satu, 

satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak yang dapat mengugurkan hak 

hukuman yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, 

“Hindarkanlah hukuman hudud semampu mungkin”. 

Jika seseorang membunuh lalu berzina gairu muhsan lalu meminum-

minuman keras, dia hanya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman qisas, 

sedangkan hukuman zina dan minum-minuman menjadi gugur.70 Sementara bagi 

Imam Syafi’I tidak ada teori penyerapan, semua hukuman harus dijatuhkan selama 

tidak saling melengkapi (kumulatif). Caranya dengan mendahulukan hukuman 

karena hak-hak manusia (selain hukuman mati), kemudian hukuman karena hak 

Tuhan (selain hukuman mati), kemudian baru hukuman mati.71 

3. Turut Serta Melakukan Tindak pidana/jarimah  

Yang dimaksud turut serta melakukan tindak pidana adalah keterlibatan sejumlah 

orang (lebih dari satu) dalam satu tindak pidana,yakni ada yang melakukan tindak 

pidana, yang menyuruh, yang membantu, dan sebagainya. Fuqaha membedakan 

penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytiraq mubasyir), 

orang yang melakukannya disebut syariq mubasyir, dan turut berbuat tidak langsung 
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(isytiraq ghairu mubasyiri/ isytiraq bit tasabbub), orang yang melakukan disebut syariq 

mutasabbib.72  

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan-

nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya 

tindak pidana, baik karena janji-janji mutu menyuruh, menghasut, atau memberi 

anjuran, tetapi tidak ikut seta secara nyata dalam melaksanakannya.73 

4. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam 

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau 

beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal 

dunia.74 Membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. 

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut   لْق تلْ  ا  berasal dari kata   ق ت ل   sinonimanya     أ

ات    artinya mematikan. Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhailiم 

yang mengutip pendapat Syarbini Kitab sebagai berikut. 

زْ هِق  ا ىِ الْق ا تلِ  لِلنَّفْسِ  الْفِعْل  الْم   ا لْق تلْ  ه و 

“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa 

seseorang”. 

Abdul Qadir Audah memeberikan definisi pembunuhan sebagai berikut. 

ي ا ة  أ ىْ  ر  أ  ا لْق تلْ  ه و  فعِْلٌ مِن  الْعِب ا دِ ت ز  وْ ل  بهِِ الْح  وْ حٍ أدٓ مِىٍّ بِفِعْلٍ أدٓ  مِىٍّ أخٓ  نَّه  إِ زْ ه ا ق  ر   

“Pembunuhan adalah perbutan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni 

pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan 

manusia yang lain”. 

Dari definisi tersebut dapat di ambil dari intisari bahwa pembunuhan adalah 

perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik 

perbutan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.75 

Jenis pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam: 

 Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat 

melawan hukum. 
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73 Mardanai, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hal. 58 Cet ke-1 
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 Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, 

seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang murtad. 

Sebagian fukoha membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima. 

 Wajib. Yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertaubat dan orang kafir 

harbi (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila 

ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan. 

 Haram. Yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapatkan jaminan 

keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan. 

 Makruh. Aitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang 

kafir, tetapi dia tidak menghina Allah dan rasaul-Nya. Jika ia menghina Allah dan 

rasul-Nya, tidak makruh membunuhnya. 

 Sunah. Yaitu membunuh yaitu yang dilakukan seorang tentara terhadap 

keluarganya yang kafir dan mengina Allah dan rasul-Nya. 

 Muabah. Yaitu membunuh orang yang dikisas dan membunuh tawanan, bahkan 

sebagian fukaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi 

mufsadat (kerusakan). Hukumnya menjadi sunah bila dalam membunuhnya 

terdapat maslahat, bahkan ada kemungkinan wajib apabila nyata-nyata ada 

maslahat.76 

Dilihat dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan 

pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: disengaja (amd), 

tidak disengaja (khata), dan semi disengaja (syibhu al-amd). Ketiga klasifikasi 

pembunuhan dimaksud, akan diuraikan sebagai berikut.77 

1. Pembunuhan Sengaja ( al- Qatl al- ‘ Amd) 

a. Pengertian pembunuhan sengaja 

Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan 

yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk 

membunuh korban.78 Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh 

Abdul Qoir Audah adalah 
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زْ هِق   ا ا قْت رِ ن  فيِْهِ الْفِعْل  الْم  جْنىِِّ ع ل يْهه و  م  لِلرُّ وْ حِ بنِيَِّةِ ق تلِْ الْم   

"Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh 

korban". 

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja 

sebagi berikt. 

ا ي غْلِب  ع لى  ا لظَّنِّ أ  نَّه  ي قْت ل  بِهِ  عْص و مِ الدَّ مِ بمِ  ك لَّف  ق تلْ  إنِس ا نٍ م   ه و  أ نْ ي قْصِد  الْم 

"Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf 

sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan 

menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh 

(kematiannya)". 

Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh dapat dilihat dari alat yang 

digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat 

yang galibnya (lumrahnya) dapat mematikan kirban, seperti senjata api, senjata 

tajam, dan sebagainya.79 

b. Unsur-unsur pembunuhan sengaja 

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat 

jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut 

dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan  jalan perjanjian 

keamanan, seperti kafir zimmi dan musta’man. Jika korban kafir harbi atau 

orang Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, 

yaitu: zina muhsan, murtad, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi 

hukuman qisas tetapi disebabkan dari hukuman.80 

2) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku. Kematian disyaratkan harus 

akibat dari perbuatan pelaku dan perbuatan tersebut bisanya memang 

mengakibatkan kematian. Jika kematian merupakan akibat dari perbuatan 

yang tidak mungkin dihubungkan dengan pelaku atau perbuatan tersebut 

tidak termasuk perbuatan yang biasanya mematikan, pelaku tidak bisa 

dianggap sebagai pembunuh. Meunrut para pengikut Imam Malik, Asy-
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Syafi’I, dan Ahmad bin Hanbal, waktu ‘ismah adalah waktu melakukan 

perbuatan dan waktu meninggal. 

3) Pelakunya menghendaki atas kematiannya. Untuk menentukan suatu 

perbuatan di anggap pembunuhan disengaja, Imam Abu Hanifah, asy Syafi’I 

dan Ahmad bin Hambal mensyaratkan pelaku harus memiliki tujuan ingin 

membunuh. Jika tujuan tersebut tidak terpenuhi, perbuatannya tidak di 

anggap sebagai pembunuhan disengaja walaupun pelaku bermaksud 

mencelakakan korban. ini karena niat menganiaya tanpa ada maksud ingin 

membunuh tidak cukup untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai 

pembunuhan disengaja. 

Jika pelaku meniatkan perbuatanny memebunuh, ini dianggap 

pembunuhan disengaja. Jika meniatkannya hanya ingin melawan hukum, ini 

dihukumi pembunuhan menyerupai disengaja. Jika pelaku sengaja berbuat, 

tetapi tidak ada niat melawan hukum atau tanpa ada maksud untuk mencapai 

tujuannya, ini dianggap pembunuhan tersalah.81 

2. Pembunuhan Tidak di Sengaja (menyerupai sengaja) 

a. Pengertian pembunuhan tidak di sengaja atau menyerupai sengaja 

Pembunuhan tidak di sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain 

meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang 

melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang di tebang itu, tiba-

tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.82 

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian 

pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagi berikut. 

ا أ وِ السَّوْ  رْ ب ه  بِالْع ص  د تْ ض  ا ت ع مَّ ا ي فْضِى إلِ ى ه و  م  يْرِ ذٰلِك  مِمَّ رِ أ وِ الْي دِ أ وْ غ  ج  طِ أ وِ الْح 

وْ تِ   الْم 

“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku 

sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda 

lain yang mengakibatkan kematian”. 
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Dari definisi tersebut, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua 

unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat 

dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam 

ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai 

sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat. 

Menurut Syafi’iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pengertian 

pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut. 

ا كا  ن  ع   ط أً فىِ الْق تلِْ شِبْه  الْع مْدِ ه و  م  مْداً فِى الْفِعْلِ خ   

“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana 

pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan”. 

Menurut Hanabiah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai 

berikut. 

وْ ت  مِنْه   ا لا  ي قْت ل  غ ا لِباً ف ي م    شِبْه  الْع مْدِ ه و  ق صْد  الْجِن ا ي ةِ بمِ 

“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan 

perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan 

mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya”. 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa 

dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan 

sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. sebagai 

bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut  dapat dilihat dari alat yang 

digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti 

tongkat, ranting, kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi 

termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan 

untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api,senjata tajam, atau 

racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.83 

b. Unsur-unsur  pembunuhan menyerupai sengaja 

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. 

2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan (jadi bukan niat membunuh). 

3. Ada hubungan sebab akibat perbuatan pelaku dengan kematian korban.84 
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3. Pembunuhan tidak sengaja (adanya kekeliruan atau kesalahan). 

a. Pengertian pembunuhan tidak sengajakarena  kekeliruan atau kesalahan 

Pembunuhan tidak sengaja menurut ‘Audah ialah suatu pembunuhan 

dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak 

menghendaki akibatnya.85 Sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah 

sebagai berikut. 

يْداً أ وْ ي قْصِد  غ   نْ ي رْ مِي  صْ 
ا ي ب ا ح  ل ه  فعِْل ه  ك أ  ك  لَّفِ م  ط أ  ه و  أ نْ ي فْع ل  بِالْم  الْق تلْ  الْخ  ر  ضًا و 

وْ م  الدَّمِ ف ي قْت ل ه   عْص   ف ي صِيْب  إنِْس ا ناً م 

“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukalaf 

melakukan perbuatan yang dibilehkan untuk dikerjakan, seperti menembak 

bintang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai 

orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya”. 

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagi 

berikut. 

لا  لِلشَّخْصِ  ا دِ ث  بغِ يْرِ ق صْدِ الِْإ عْتدِ اءِ لا لِلْفِعْلِ و  ط أ  ه و  الْق تلْ  الْح  الْخ   و 

“Pembunuhan karena kesalhan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa 

maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya. 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa 

dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan 

untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan dan tindak pidana pembunuhan 

terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku.86 

b. Macam-macam pembunuhan tersalah 

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pembunuhan tersalah hanya 

ada satu jenis, tetapi sebagian yang lain membagi menjadi dua macam: 

 Pembunuhan tersalah murni (qatl khata mahd) 

Pembunuhan tersalah murni adalah pembunuhan yang tidak dijatuhkan 

kepada si korban. tetapi perbuatan atau sangkaannya itu tersalah sehingga 

mengenai si korban. 

 Pembunuhan yang bermakna bersalah (qatl fi ma’na al-qatl al-khata) 
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Pembunuhan yang bermakna bersalah adalah pembunuhan yang tidak 

direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan 

mnjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan 

yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban. 

Pembunuhan tersalah ini terkadang terjadi secara langsung dan tidak 

langsung.87 

c. Unsur-unsur pembunuhan tidak sengajakarena  kekeliruan atau kesalahan 

 Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. 

 Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya 

niat untuk membunuh. 

 Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.88 

5. Persetubuhan (zina) dalam hukum pidana Islam 

a. Pengertian zina  

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam 

pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang 

perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Para 

fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual 

dalam arti memasukan zakar (kelamin peria) kedalan vagina wanita yang dinyatakan 

haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.89 

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai 

zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau 

belum.dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.90 Perzinahan dan Perkosaan 

dalam Islam berbagai ayat al-Qur’an maupun teks hadits melarang perzinahan. 

Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari dadanya. Seperti yang 

dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. “Seseorang yang pezina, ketika ia 

berzina, bukanlah orang yang mu’min”. Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan 

awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan 

perzinahan. Tindak perkosaan memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan 
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kelamin, yaitu pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang 

berkepanjangan bagi si korban.91 

Neng Djubaedah memberikan pengertian zina, yakni hubungan sekual yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam 

perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua 

belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan 

(Djubaedah,  2010: 119). Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dijelaskan, bahwa  

zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 

yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam 

hubungan seksual tersebut (Dahlan, 1996: 2026). Menurut Ibnu Rusyd. 

الز نا فهو كل و ط ء و قع على غير نكا ح صحيح و لا سبعة نكا ح و لا ملك يمين و هذ ا متفرق 

 عليه با الجملة من علما ء ا لا سلام فا ن كا نو ااختلفو ا فيما هو شبهة تد ر تاع لحد و مما

ليس بشبهة دا ر ىة   

“Artinya: zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan 

yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara 

garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun 

mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang 

menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman 

tersebu”t. 

Kemudian Abu Bakar Jabir al-Jazairi, juga memberikan pengertian zina sebagai 

berikut. 

 الز نا هو ا لو ط ء ا لمحر م فى قبل كا ن ا و د بر ز

“ Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan dikemaluan 

atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri”. 

Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan definisi zina sebagai berikut: 

و بة ا عى اسا س غير شر عى يعتبر ز ناتتر تب عليه ا لعق ان كل اتصا لجنسي قا ئم

 لمقر ر ة من حيث ا نه جر يمة من ا لمر ا ئم ا لتى حددت عقو با تها 

“Artinya :  Bahwa semua hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama 

(Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengandung hukuman yang telah 
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digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan 

yang telah dipastikan hukumnya (Sabiq, 1980: 400)”. 

Imam Syafi’i, bahwa zina adalah suatu pertemuan atau sejenis hubungan 

kelamin antara lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan (Syafi’i, 

t.th.: 143). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami, bahwa perzinaan 

itu merupakan suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria 

dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.  

Dari beberapa definisi zina yang telah disebutkan di atas dapat terlihat 

bahwa sesungguhnya dalam pengertian zina paling tidak harus memuat sedikitnya 

dua unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu: pertama, Adanya persetubuhan antar 

dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dengan perempuan). Kedua, Persetubuhan 

tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.  

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap suatu perbuatan yang sangat 

terkutuk dan termasuk jarimah. Pernyataan ini disepakati oleh ulama, kecuali 

perbedaan sanksinya. Menurut hukum Islam, bahwa zina itu adalah suatu 

persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, persetubuhan yang 

demikian ini disebut dengan zina gairu muhsan. Sedangkan persetubuhan orang 

yang sudah menikah disebut dengan zina muhsan. Baik zina gairu muhsan maupun 

zina muhsan termasuk perbuatan melawan hukum.92 

b. Unsur-unsur jarimah Zina 

1) Persetubuhan yang diharamkan. 

Persetubuhan yang di anggap sebagai zina dalah persetubuhan dalam farji 

(kemaluan). Ukurannya adalah apabla kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk 

kedalam farji’ walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada 

penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), 

selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan 

bersenggama. 

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan 

yang terjadi bukan pada iliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan 

                                                             
92  Ishaq, 2014, Kontribusi  konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, No. I Vol. 14. Hal 

87-88 



  

38 
 

terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka 

persetubuhan tersebut tidak di anggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya 

itu di haramkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan 

tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. 

Contohnya; seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang 

berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap 

sebagi zina. 

2) Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum 

Unsur yang kesua dari jarimah zina ialah adanya niat dari pelaku yang 

melawan hukum. Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu 

perbuatan (persetubuhan) bahwa ia tau bahwa wanita yang disetubuhinya adalah 

wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang melakukan 

suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahawa perbuatan yang 

dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman had.  

Contohnya, seorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya 

mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan 

setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai 

pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu 

masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.93 

3) Dasar hukum sanksi Zina di dalam Al-Qur’an. 

Dasar hukum hudud zina di dalam Al-Qur’an diantaranya: 

a. QS. An-Nur ayat 2 

                                  

                                   

“Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 

                                                             
93 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hal. 8-9 Cet ke-1 
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kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.94 

b. QS. An-Nisaa’ ayat 15 

                          

                            

“Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,  

hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). 

kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka 

(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai 

Allah memberi jalan lain kepadanya”.95 

c. QS. Al-Isyra’ Ayat 32 

                       

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.96 

4) Dasar Hukum sanksi zina di dalam hadist/sunnah 

a. Hadist yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-Samit 

 

عن عبادةبن الصا مت قا ل قا ل ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم : خذواعني خذ واعني قد 

 جعل الله لهن سبيلا, البكر با لبكر جاد ما ئة ونفى سنة و الثيب با لثيب جلد ما ئة و إلى جم

“Dari ‘Ubadah bin as-Samit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Amillah 

dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan 

keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina 

hukumannya jilid seratus kali dan pengasinganselama satu tahun, 

                                                             
94 Dikutip dari AL-Quran dan terjemah Surat An-Nuur 
95 Dikutip dari AL-Quran dan terjemah Surat An-Nisa’ 
96 Dikutip dari AL-Quran dan terjemah Surat Al-Isyra’ 
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sedangkanduda dan janda yang berzina hukumannya dijilid seratus kali dan 

dirajam.”97 

b. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. 

 

لَ إِنَّ اللهَ ن  أبَوُ هُرَ ي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى ا للهُ عَليَ هِ وَ سَلَّمَ قَا عَ 

كَتبََ عَلَى ا ب نِ ادٓمََ حَظَّهُ مِن  الز ِ نَا أدَ رَكَ ذلَِكَ لَا مَحَا لَةَ فزَِ نَا ا لعَي نيَ نِ النَّظَرُ 

بهُُ  تهَِي وَا لفرَ  جُ يصَُد ِ قُ ذلَِكَ أوَ  يكَُذ ِ قُ وَالنَّف سُ تمََنَّى وَتشَ   وَزِنَا الل ِسَا نِ اانُّط 

 “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya: Nabi saw. Bersabda; 

Allah swt. Telah menentukan bahwa anak adam cenderung terhadap 

perbuatan zina. Keinginan tersebu tidak akan dielakkan, yaitu melakukan zina 

mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina 

prasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun, 

kemaluanlah yang menentukan  dalam berbuat zina atau tidak”.98 

Berdasarkan beberapa Hadist tersebut ulama’ salaf termasuk ‘Audah dalam 

menetapkan hukumannya dibedakan antara pezina muhsan dan gairu muhsan; 

1. Untuk pezina muhsan hukumannya adalah masing-masing pezina dijilid 100 

(seratus) kali dan dirajam. 

2. Hukuman bagi pezina gairu muhsan adalah masing-masing pezina dijilid 100 

(seratus) kali dan diasingkan (dipenjara) setahun. Hal ini berdasarkan QS. an-

Nur (24);2 dan hadist yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin as-samit. 

3. Nabi Muhammad saw. Telah menentukan bahwa anak Adam cenderung 

terhadap perbutan  zina, yaitu zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut 

dalam bentuk penuturan, zina prasaan melalui cita-cita dan keinginan 

mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina 

atau tidak. Ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. 

 

 

 

                                                             
97 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 22 Cet ke-1 
98 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 40 Cet. 1 
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BAB III 

TINDAK PIDANA PERBARENGAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 

132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., DAN  NOMOR 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw 

A. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw. 

a. Kronoligi Kasus 

Kronologi adalah istilah yang artinya diambil dari bahasa Yuanani Chronus 

yang artinya waktu dan –logi yang artinya ilmu, maka disimpulkan kronologi adalah 

ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Adapun 

kronoligi digunakan dan bermanfaat pada sebuah kejadian baik criminal maupun 

nonkrimminal. Kronologi sering di pakai pada badan hukum untuk mengetahui kapan 

dan persisnya suatu kejadian atau tindak pidana terjadi.99 Sering kita jumpai dalam 

masyarakat berbagai macam kasus pelanggaran seperti pembunuhan maupun 

pemerkosaan (asusila). Pada saat ini korban pembunuhan maupun pemerkosaan tidak  

hanya terjadi pada orang dewasa bahkan juga terjadi pada anak-anak. Seperti dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., dan Putusan 

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw, terkait tindak pidana 

perbarengan dan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan serta memaksa 

anak melakukan persetubuhan. Perkara ini  mengakibatkan korban terhadap anak 

dibawah umur.  

Dalam kasus ini Terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin bersama-sama 

dengan Muhammad Sopro’i Bin Rohidi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),  

Sepul Anwar Bin Watab (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), anak Nur Laela 

Als Ela Binti Muhtaroni, dan anak Ani Sofatul Iza Binti Urip, pada hari Jum’at tanggal 

26 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB didalam bangunan rumah kosong yang terletak 

di Dk. Jrumat timur Ds. Cerih Rt. 15/I Kec. Jatinegara Kab. Tegal telah melakukan 

kekerasan terhadap korban anak yaitu Nur Khikmah Als Iik Binti Imam Maliki yang 

masih berumur 15 tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan 

                                                             
99 https://id.wikipedia.org/wiki/Kronologi terakhir diubah pada 14 Januari 2020, pukul 07.46. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kronologi
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Sipil Kab. Tegal Nomor: 33288-LT-30012015-004) sehingga mengakibatkan korban 

anak meninggal dunia. 

Pada pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Sepul Anwar dengan Muhammad 

Sopro’i dan Nur Laela dan N. K (korban) bertemu dengan Ani Sofatul Iza di Wana 

wisata Prabalintang wilayah Ds Danasari Kec. Bojong Kab. Tegal, kemudian pukul 

16.00 WIB Terdakwa mengajak Sepul Anwar, Muhammad Sopro’i, Nur Laela, N. K  

(korban) dan Ani Sofatul Iza menuju hutan TP (Tempat Pemandangan) di Ds 

Gantungan Kec. Jatinegara Kab. Tegal. Lalu Terdakwa berboncengan dengan saksi 

Sepul Anwar menggunakan Honda Beat, saksi Muhammad Sopro’i membonceng anak 

Nur Laela dan N. K. (korban) dengan menggunakan SPM Suzuki Spin, kemudian anak 

Ani Sofatul Iza sendirian menggunakan SPM Honda Vario, namun sebelum sampai di 

hutan TP (Tempat Pemandangan) anak Ani Sofatul Iza menitipkan 1 (satu) unit SPM  

Honda Vario yang dikendarainya disebuah tempat cucian mobil atau steam sehingga 

kemudian anak Ani Sofatul Iza berboncengan dengan Terdakwa dan saksi Sepul 

Anwar Bin Watab. 

Setelah sampai di hutan TP (Tempat Pemandangan) Terdakwa menyuruh 

Muhammad Sopro’i dan Sepul Anwar untuk membeli minuman keras brangkalan 

dengan mengatakan, kemudian Muhammad Sopro’i dengan Sepul Anwar membeli 

minuman keras jenis brangkal di Ds. Luijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal sebanyak 2 

(dua) botol menggunakan botol air mineral merk aqua, 1 (satu) botol ukuran 600 ml 

dan 1 (satu) botol ukuran 330 ml ditambah 2 (dua) sachet minuman energy berbentuk 

serbuk merk “Kuku Bima” dengan harga Rp. 30.000,00 menggunakan uang Sepul 

Anwar, kemudian saksi Muhammad Sopro’i bersama dengan saksi Sepul Anwar 

datang membawa minuman keras. Muhammad Sopro’i menuangkan kedalam gelas 

plastik dan diberikan oleh terdakwa kepada masing-masing termasuk N. K (korban)  

kecuali anak Nur Laela hingga tersisa separuh dari 1 (satu) botol ukurab 330 ml. 

Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada temen-temannya 

untuk pindah saja kerumah kosong, kemudian Terdakwa bersama-sama kawan-

kawannya dan korban pergi menuju rumah kosong di Dk. Jrumat timur Ds. Cerih Rt. 

15/I Kec. Jatinegara Kab. Tegal untuk melajutkan minum-minuman keras dengan 

menggunakan SPM Honda Beat dikemudikan saksi Sepul Anwar membonceng 
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Terdakwa dan anak Ani Sofatul Iza, sedangkan  Muhammad Sopro’i mengemudikan 

SPM  Suzuki Spin membonceng N. K (korban) dan anak Nur Laela, pada waktu itu N. 

K (korban) tidak mengetahui bahwa dirinya hendak diajak kerumah tersebut. Karena 

N. K  (korban) dalam keadaan mabuk dan nurut saja ketika diajak kerumah kosong. 

Sampai di rumah kosong pukul 19.00 WIB kemudian Muhammad Sopro’i dan 

Sepul  Anwar memarkirkan SPM yang dikendarai oleh masing-masing di kebun 

maksud agar tidak di ketahui orang lain, kemudian Tedakwa bersama teman-temannya 

memasuki rumah kosong dengan cara melalui bangunan belakang dahulu melewati 

sungai kecil hingga setelahnya masuk melalui bagian depan rumah kosong tersebut 

termasuk sii Korban. setelah sampai di kosong tersebut lalu Muhammad Sopro’i 

mengarahkan untuk masuk kedalam salah satu ruangan yang sebelumnya digunakan 

oleh pemilik rumah untuk menyimpan alat-alat bengkel las dengan ukuran 2x3 meter  

letaknya pada bagian paling ujung, karena dalam  rumah kosong tersebut tidak ada 

lampu kemudian Terdakwa menyalakan lampu flash dari Hand Phone milik korban 

untuk menyinari ruangan. Kemudian Terdakwa merintah saksi Muhammad Sopro’i 

untuk mencari alas untuk duduk, lalu Muhammad Sopro’i dengan Nur Laela 

mendapatkan 2 (dua) buah dan 1 (satu) ikat tali raffia di sekitar rumah kosong tersebut 

di atas pagar kandang ayam. Muhammad Sopro’i kemudian mengunci pintu 

menggunakan tali raffia agar tidak dapat dibuka dari luar, kemudian 2 (dua) buah 

karung yang telah di ambil oleh Muhammad sopro’i oleh Terdakwa di gunakan untuk 

alas duduk., lalu melanjutkan minum-minuman keras sisa dari sebelumnya. kemudian 

Terdakwa mengatakan kepada teman-temannya yang lain “akan bersetubuhan dengan 

korban sambil mengacungkan dan menunjukan tangan kanannya dengan jari jempol 

dimasukan diantara sela jari telunjuk dan jari tengah, tidak lama kemudian Terdakwa 

dan korban anak melakukan hubungan badan didepan teman-temannya. Dengan 

Terdakwa menurunkan celana panjang jeans yang digunakan oleh N. K. (korban) tanpa 

menggunakan clana dalam hingga sebatas paha kemudian Terdakwa menurunkan 

celana yang Terdakwa kenakan dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat 

kelamin N. K. (korban) dengan posisi tubuh Terdakwa berada diatas tubuh N. K. 

(korban). Beberapa saat setelah Terdakwa menyetubuhi N. K. (korban) kemudian 

Terdakwa berusaha berdiri dan Terdakwa berusaha mengenakan kembali celana dan 
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celana dalam Terdakwa sementara N. K. (korban) kembali mengenakan celana 

miliknya. Setelah melakukan perbuatan menyetubuhi kemudian Muhammad Sopro’i 

mendorong badan Terdakwa dari belakang karena Muhammad Sopro’i merasa emosi 

sebab lamanya Terdakwa pada saat menyetubuhi N. K. (korban) seperti hendak 

digunakan oleh dirinya sendiri saja, karena pada awal sebelum datang menuju kerumah 

kosong tersebut untuk bergantian menyetubuhi N. K. (korban), dorongan tersebut 

kemudian Terdakwa jatuh diatas badan N. K. (korban) yang masing dalam keadaan 

terlentang, kemudian Muhammad Sopro’i meminta kepada N. K. (korban anak) untuk 

melakukan perbuatan yang sama seperti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 

tetapi N. K. (korban) menolak, setelah menolak Mohammad Sopro’i kemudian Sepul 

Anwar meminta hal yang sama kepada N. K. (korban)  untuk melakukan perbuatan 

yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi N. K. (korban) menolaknya juga.  

Setelah adanya permintaan dan penolakan hal tersebut kemudian terjadilah 

percekcokan adu mulut antara Muhammad Sopro’i dengan Sepul Anwar dan N. K. 

(korban). dari percekcokan adu mulut lalu Nur Laela serta Ani Sofatul Iza menimpali 

dengan maksud memberhentikan dari percekokan tersebut.  

Setelah itu Terdakwa kembali duduk disebelah N. K. (korban) sambil mengatakan 

“ kenapa pada minta persetubuhan semua dengan kamu, memang kamu sering 

bersetubuh dengan laki-laki lain?”, kemudian dijawab oleh N. K. (korban) “kamu saja 

sering bersetubuh dengan perempuan lain, dasar lonte pria” atas perkataan N.K 

(korban) tersebut kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung mendorong dada 

N. K. (korban) dengan menggunakan dua tangannya, kemudian N. K. (korban) jatuh 

terlentang, Terdakwa menindih dan menduduki perut N. K. (korban) dan kedua tangan 

Terdakwa menekan dada dan kemudian mencekik leher N. K. (korban hingga 

berakibat korban muntah dan lemas akibat mengalami susah nafas, hingga N. K. 

(korban) kejang-kejang dan tangan kanan N. K. (korban) berusaha melepas cekikan 

Terdakwa, Terdakwa pun mengatakan “segera saya ini dibantu”, kemudian 

Muhammad Sopro’i langsung memegang kaki kiri N. K. (korban) sementara Sepul 

Anwar memegang tangan sebelah kanan N. K. (korban) dan anak Nur Laela 

memegang kaki sebelah kanan serta anak Ani Sofatul Iza memegang kepala N. K. 

(korban), N. K. (korban) pun melakukan perlawanan dengan meronta dan terus 
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menggerakan tubuhnya untuk menyingkirkan tubuh Terdakwa yang menindih tubuh 

N. K, (korban), kemudian Terdakwa mengunci tangan kiri N. K. (korban) dengan cara 

menginjak dengan menggunakan telapak kaki kanan sementara kedua tangan 

Terdakwa tetap mencekik leher N.K. (korban), kemudian Terdakwa memerintah 

Sepun Anwar untuk mencarikan tali, kemudian Sepul Anwar memberikan tali tas 

warna hitam kepada Teardakawa dari tas slempang warna hitam milik N. K. (korban) 

kemudian di lingkarkan ke leher N. K. (korban). Sesudah itu Terdakwa menarik ujung 

tali tas sebelah kiri sementara Muhammad Sopri’i hingga nafas N. K. (korban) terhenti 

dan dalam keadaan tidak lagi menggerakan tubuhnya. 

Yang kemudian anak Ani Sofatul Iza memastikan kematian N. K (korban) dengan 

menempelkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah hidung N. K. (korban) kemudian 

Nur Laeka juga ikut memastikan kematian N. K. (korban) dengan cara mengecek 

denyut nadi tangan kiri korban,  kemudian Terdakwa mengatakan bahwa korban untuk 

di masukan ke dalam karung Muhammad Sopro’i pun membri saran untuk mengikat 

tangan dan kakunya biar bisa masuk kedalam karung, lalu kedua pergelangan tangan 

korban di ikat oleh Muhammad Sopro’i Bin Rohidi dengan di bantu terdakwa tali raffia 

warna biru. 

 Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah cincin warna kuning milik N. K. (korban) 

kirinya dengan cara ditarik, kemudian Terdakwa mengikat kedua pergelangan kaki N. 

K. (korban)  dengan dibantu oleh Sepul Anwar dan Nur Laela Als dengan 

menggunakan 1 (satu) utas tali rafia warna biru, mengikat punggung N. K. (korban) 

hingga dalam posisi terduduk dan dalam keadaan tersebut anak Ani Sofatul Iza 

menarik 1 (satu) buah karung plastik warna putih berukuran kecil yang digunakan 

sebagai alas pada saat N. K. (korban) disetubuhi oleh Terdakwa sementara Sepul 

Anwar mengangkat kedua kaki N.  K. (korban) kemudian Nur Laela Als menarik 

karung plastik lainnya, Sepul Anwar lalu mengangkat kedua kaki N. K. (korban) Nur 

Laela pun membuka karung plastik berukuran besar dan memasukan kedua kaki 

korban anak sampai sebatas pergelangan kaki kemudian karung plastik tersebut 

dinaikan ke atas dengan cara ditarik oleh Sepul Anwar dan Terdakwa dengan Sepul 

Anwar tetap mengangkat kedua kaki N. K. (korban), setelah karung plastik terangkat 

ke atas namun karung plastik tersebut tidak dapat membungkus dan menutup seluruh 
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bagian tubuh  N. K. (korban) sehingga Terdakwa dan Sepul Anwar kembali 

menurunkan karung plastik tersebut sampai sebatas pergelangan kaki N. K. (korban 

dan kemudian Terdakwa melipat kedua kaki N. K. (korban) kearah belakang, setelah 

mengikat kedua paha N. K. (korban) dengan menggunakan tali raffia dibantu oleh 

Sepul Anwar kemudian karung plastik yang sudah diturunkan dinaikan ke atas hingga 

dapat membungkus dan menutup sebagian tubuh N. K. (korban), sedangkan 

Muhammad Sopro’i dengan Ani Sofatul Iza memasukan karung plastik lainnya yang 

berukuran lebih kecil melalui kepala N.K. (korban) dan Muhammad Sopro’i yang 

menarik kebawah hingga ujung karung plastik dari atas bertemu dengan ujung plastik 

dari bawah. Kemudian kedua karung plastik tersebut dapat menutup dan membungkus 

seluruh tubuh N. K. (korban), setelah mayat N.K. (korban) dapat tertutup dan 

terbungkus dengan menggunakan karung plastik kemudian Nur Laela memegang 

ujung karung plastik bagian bawah dan Terdakwa mengikat ujung karung dengan 

menggunkan tali raffia dari sisa ikatann kedua paha N.K. (korban), kemuduan 

Muhammad Sopro’i bersama Terdakwa mengikat ujung tali raffia menjadi satu agar 

kedua ujung karung plastik menutupi dan membungkus tubuh N. K. (korban) tidak 

terbuka, kemudian si korban di tinggalkan di dalam rumah kosong dalam keadaan 

terbungkus karung. 

Dari perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya Muhammad Sopro’i, Sepul 

Anwar, Nurlaela, dan  Ani Sofatul Iza mengakibatkan korban N. K. mati, hingga atas 

ditemukannya 1 (satu) buah bungkisan kain karung plastik warna putih yang 

didalamnya terdapat tengkorak manusia di Dk. Jrumat timur Ds. Cerih Rt 15/I Kec. 

Jatinegara Kab. Tegal pada hari Jum’at tanggal 9 Agustus 2019 yang kemudian 

dilakukan pemeriksaan oleh dr. RATNA RELAWATI, Sp. KF.M.Si.Med yang bekerja 

di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng menerangkan bahwa 

pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di ruang 

Jenazah RSUD Dr. Soeselo Slawi telah memeriksa jenazah yang berdasarkan surat 

permintaan tersebut diatas tanpa identitas, mayat tersebut ditemukan di rumah kosong 
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di Desa Cerih RT 15 RW 01 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa 

Tengah pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 pukul 10.30 WIB.100  

Fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian: 

a. Lebam mayat: tidak ada karena jenazah sebagian besar tersisa tulang; 

b. Kuku mayat: tidak ada karena jenazah sebagian besar tersisa tulang; 

c. Pembusukan: tampak pembusukan lanjut berupa sebagian besar jaringan lunak 

tidak ada tersisa tulang-tulang;101 

Setelah dibersihkan, di identifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu 

kerangka manusia dengan bagian-bagian yang di temukan adalah tulang tengkorak, 

tulang rahang atas, tulang rahang bawah, gigi geligi, tulang selangka, tulang dada, 

tulang iga, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang-

tulang telapak dan jari tangan, tulang belakang, tulang punggul, tulang paha, tulang 

lutut, tulang kering, tulang betis, tulang-tulang kaki, tulang-tulang telapak dan jari 

kaki.102 

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan maka disimpulkan bahwa 

telah diperiksa kerangka manusia, rosmongloid, jenis kelamin perempuan, berusia 

antara enam belas sampai dengan dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan antara 

seratus enam puluh koma empat enam hingga seratus enam puluh enam koma 

Sembilan empat sentimeter. Didapatkan celah sebesar nol koma tiga sentimeter 

diantara gigi seri pertama kanan atas dan gigi seri pertama kiri atas.103 

b. Dakwaan  

Pada zaman HIR surat dakwaan disebut “surat tuduhan” atau disebut juga acte van 

beschuldinging.104 Sedangkan definisi surat dakwaan tidak ada ditemukan dalam 

KUHP sebagai hukum positif (Ius Constitutum). Keterangan pasal 140 ayat (1) KUHP 

hanya menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpandapat bahwa dari hasil 

penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatya penuntut umum 

                                                             
100 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw. hlm. 121 dari 136 halaman 
101 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 122-123 dari 136 halaman 
102 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 123-124 dari 136 halaman 
103 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 127 dari 136 halaman 
104 Andi Sofyan dan Abs. Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 171, cet ke1 
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membuat surat dakwaan. Penganut paham Eropa Kontinental, surat dakwaan lazim 

disebut dengan istilah “Acte van Verwijzing”, sedangkan penganut paham Anglo 

Saxon dikenal istilah “implutation”. Mengingat pembentuk undang-undang tidak 

membuat definisi yangbersifat umum tentang surat dakwaan sehingga dapat 

ditafsirkan bahwa pembentuk undang-undang menyerahkan kepada para doktrina 

kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi.105 Sesuai dengan pandangan para 

doktrin terhadap pengertian umum surat dakwaan sebagai berikut. 

a. M. Yahya Harahap memberi batasan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta 

yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang 

disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar 

serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.  

b. Harun M. Husein mengemukakan batasan surat dakwaan, yaitu surat dakwaan ialah 

suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang 

memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang 

didakwakan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan 

dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat 

tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana yang menjadi dasar dan batas 

ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.106 

Pasal 140 ayat (1) KUHP berbunyi: dalam hal penuntut unum berpendapat bahwa 

dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya 

membuat surat dakwaan. Pasa 143 ayat (1) menentukan, penuntut umum melimpahkan 

perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara 

tersebut disertai dengan surat dakwaan.107 

Kasus melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak 

hingga meninggal dunia dan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengan nomor perkara 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw., yang dengan 

                                                             
105 Monang Siahaan, Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, (Jakarta:PT. Grasindo, 2017), hal. 186 

106 Monang Siahaan, Filsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, (Jakarta:PT. Grasindo, 2017), hal. 187 

107 Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hal.65-66 cet 

ke2 
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terdakwa Abdul Malik Alias Kroak Bin Tamrin oleh jaksa Diah Rahmawati, S.H., 

M.H. didakwa dalam bentuk dakwaan kombinasi.  

Dakwaan jakasa penuntut umum adalah sebagai berikut: 

Kesatu  

Dakwaan Primair 

Bahwa terdakwa Abdul Malik didakwa sebagai yang melakukan, kekerasan 

terhadap korban anak sehingga mengakibatkan korban anak meninggal dunia, Sehinga 

perbuatan terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin sebagaimana diatur dan 

diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.108 

Pasal 80 Jo.  

Pasal 1 

“Setiap orang yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp. 72.000.0000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. 

Pasal 2 

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

Pasal 3 

“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana 

dengan pidana pejara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.\ 

Pasal 4 

                                                             
108 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 110 dari 136 halaman. 
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“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”.109 

Dakwaan Supsidair 

Terdakwa Abdul Malik didakwa sebagai yang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehinga 

perbuatan terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin sebagaimana diatur dan 

diancam pidana Pasal 81 Ayat 1 Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.110 

Pasal 81 Ayat 1 Jo.  

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76 D dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5tahun dan paling lama 15 tahun dan denda 

paling banyak Rp. 5 miliar. Pasal 76 D yang dimaksud, berdasarkan UU Nomor 35 

Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengnnya atau dengan orang 

lain”.111 

Dan, 

Kedua 

Dakwaan Primair 

Terdakwa Abdul Malik didakwa sebagai yang melakukan kekerasan melakukan 

atau turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Maka perbuatan 

Terdakwa diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo., Pasal 55 Ayat 1 KUHP.112 

Pasal 338 KUHP jo. 

                                                             
109 Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, Pasal 80 Jo. 
110 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 110 dari 136 halaman. 
111 Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, Pasal 81 Ayat 1 Jo. 
112 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 110 dari 136 halaman 
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“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.113 

Pasal 55 Ayat 1 KUHP. 

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan 

perbuatan”.114 

Dakwaan Supsidair 

Terdakwa Abdul Malik didakwa sebagai yang melakukan kekerasan memaksa 

melakukan persetubuhan dengannya atu dengan orang lain, maka diatur dalan Pasal 

287 Ayat 1 KUHP yang berbunyi.115 

Pasal 287 Ayat 1 KUHP. 

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal 

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau 

kalou umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana 

penjara paling lama Sembilan tahun”.116 

c. Tuntutan 

Sebagaiamana pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan 

penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.117 

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa 

melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara 

ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHP).118 

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw dengan Terdakwa 

Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin.  Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan 

                                                             
113 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 
114 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal  55 Ayat (1) ke-1 
115 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 110 dari 136 halaman  
116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 287 Ayat (1) ke-1 
117 Andi Sofyan dan Abs. Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 169, cet ke1 
118 Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hal.82 cet ke2 
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setelah dibuktikan bahwa terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin melakukan 

tindak pidana Kekerasan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak 

Hungga Meninggal Dunia dan Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan 

Persetubuhan Dengannya. Setelah pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi di 

persidangan maka Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa Terdakwa Abdul Malk 

terbukti bersalah dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Setiap orang. 

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhkan atau turut serta melakukan 

kekerasan terhadap anak. 

3. Hingga meninggal dunia. 

4. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.119 

Perbuatan terdakwa telah Majlis Hakim buktikan dan telah di nyatakan 

perbuatan terdakwa terbukti bersalah.120 Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan 

setelah dibuktikan bahwa terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin melakukan 

tindak pidana Kekerasan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak 

Hungga Meninggal Dunia dan Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan 

Persetubuhan Dengannya. 

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntuntan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Malik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan 

terhadap anak hingga meninggal dunia dan melakukan kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubhan dengannya”.  

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Malik oleh karena kesalahannya itu 

dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

                                                             
119 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 111 dari 136 halaman 
120 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 131 dari 136 halaman 
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4. Menetapkan  terdakwa tersebut tetap ditahan; 

Setelah Jaksa Penuntut Umum memberi tuntutan kepada Terdakwa maka penulis 

memahami bahwa Terdakwa telah Majlis Hajim nyatakan terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-

Undang Nomor 35 Tahaun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 

Tentang Perlindungan Anak. 

d. Putusan  

Istilah “putusan” sering juga disebut dengan istilah “vonis”, yang di dalam kamus 

bahasa Indonesia berarti putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa.121 Menurut 

kamus Ilmiah popular, vonis berarti putusan hakum pada sidang pengadilan yang berkaitan 

dengan persengketaan perkara pidana atau perdata. Di bidang hukum, dengan 

menggunakan bahasa asing, istilah “putusan” disebut dengan istilah “vonnis” yang berarti 

keputusan pengadilan, putusan hakim. Di dalam terminologi hukum pidana pidana, istilah 

“putusan” selain disebut dengan istilah “vonnis” juga dengan disebut dengan istilah 

“sentence” dan juga “judgement”. Jadi, dalam konteks hukum pidana istilah “putusan” 

dalam bahasa asingdisebut dengan istilah “vonnis”, “sentence”, dan “judgement”.122 

Putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum. Pada waktu putusan di ucapkan, konsep 

putusan yang lengkap harus sudah siap dan segera setelah putusan diucapkan akan 

diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut. Jika dalam putusan 

terjadi konflik dalam memilih antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, 

maka yang harus didahulukan adalah unsur keadilan. Hal ini mungkin disebabkan karena 

hukum diidentikan dengan keadilan, dalam arti kalu berbicara tentang hukum maka orang 

akan berfikir tentang keadilan. Hal ini serupa pernah dikemukakan oleh Scholten bahwa 

                                                             
121 Risky Maulana dan Putri Amelia, t.t., Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Lima Bintang. H.al. 426 
122 Ramiyanto, Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya, hal. 14 
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dalam setiap putusan, keadilan ikut berbicara, terutama kalu ada keragu-raguan atau kalu 

ada perselisihan hukum.  

Putusan hakim harus dibuat dalam bentuk tertulis, persyaratan ini dimaksudkan 

agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak yang berperkara, dapat 

dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, apabila yang bersangkutan 

melakukan upaya banding atau kasasi, bahan publikasi, dan sebagai arsip yang dilampirkan 

dalam berkas perkara.123 Putusan diambil dalam permusyawaratn majelis yang bersifat 

rahasia. Maksud “bersifat rahasia” di sini adalah agar pembicaraan dalam musyawarah, 

termasuk mengenai perbedaan pendapat di anatar anggota majelis hakim dalam 

musyawarah harus dirahasiakan, tidak ter-ekspose atau tidak boleh keluar sampai diketahui 

masyarakat luas.124 

Suatu putusan hakim yang diucapkan atau dijatuhkan itu harus difinitif, bulat, 

tuntas, dan pasti serta tidak mengandung kontroversi di dalamnya. Putusan yang difinitif, 

bulat, dan tuntas memberi kepercayaan dan kepastian kepada para pihak yang 

bersangkutan.125 Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yangdapat 

dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas-tegasnya dan 

seadil-adilnya.  Hal tersebut meliputi; 

1. Hal yang memberatkan 

 Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban yang masih di 

bawah umur; 

 Perbuatan Terdakwa tersebut tergolong keji, dan tidak diperkemanusiaan; 

2. Keadaan yang meringankan 

 Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya meskipun pada 

awalnya berbelit-belit; 

 Terdakwa menyesali perbuatannya; 

                                                             
123 Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indinesia, 

(Jakarta:Kencana, 2011), hal.26 Cet. 1 
124 Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indinesia, 

(Jakarta:Kencana, 2011), hal.27 Cet. 1 
125 Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indinesia, 

(Jakarta:Kencana, 2011), hal.27 Cet. 1 
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 Terdakwa belum pernah di hukum;126 

Mengadili; 

1. Menyatkan Terdakwa ABDUL MALIK Alias KROAK Bin TAMRIN telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan 

terhadap anak hingga meninggal dunia” dan “melakukan kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya”. 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL MALIK Alias  KROAK Bin 

TAMRIN dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa  tetap di tahan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) potong karung plastik warna putih ukuran 50 kg, bertuliskan BANKAK 

MADJU; 

- 1 (satu) potong karang plastik warna putih ukuran 70 kg terdapat garis vertical 

warna merah dan biru; 

- 1 (satu) utas tali raffia warna biru; 

- 1 (satu) utas tali tas warna hitam; 

- 1 (satu) buah masker wajah warna hijau; 

Dirampas untuk dimusnahkan: 

- 1 (satu) potong kaoswarna hitam bertulisan “UNITE BE COOL BE NICE”; 

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru mark CHANEL; 

- 1 (satu) potong BH warna hitam; 

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek ATT; 

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, didalamnya terdapat: 

 1 (satu) buah sisir rambut warna merah muda; 

 1 (satu) bungkus pelembab wajah merk “FAIR LOVELY” 

                                                             
126 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw., hlm. 132 dari 136 halaman 



  

56 
 

 1 (satu) bungkus bedak tabor merk “MARCKS” ukuran 40gr; 

 1 (satu) buah ballpoint merk Standard; 

 1 (satu) buah charger handphone; 

 1 (satu) buah kartu pelajar SMP Al-Ikhlas an. NUR KHIKMAH; 

 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat an. KHIKMAH; 

 1 (satu) keeping uang koin pecahan Rp 500,00 (lima ratus rupiah); 

- 1 (satu) buah cincin warna kuning; 

- 1 (satu) buah gelang tasbing warna coklat tua; 

Dikembalikan kepada saksi IMAM MALIKI Bin MUHLIS 

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah No. Polisi G-2296-WZ, No. 

Rangka MH1JF5122BK667105, No. Mesin JF51E2660I63 (tanpa STNK Dirampas 

untuk negara. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 

5.000,00 (lima ribu rupiah);127  

  Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Slawi Pada Hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Indriawati, S.H., M.H., 

sebagai Hakum Ketua, R. Eka P. Cahyo Nugroho, S.H., M.H., dan Diana Dewiani, 

S.H., yang masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sudang 

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua 

dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, 

S.E., S.H., M.H., panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh 

Diah Rahmawati. S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tegal, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.128 

B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw., 

a. Kronologi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw., kronologinya 

sama dengan perkara tindak pidana Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw hanya saja 

dalam putusan pengadilan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw yang menjadi Terdakwa 

                                                             
127 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw hal. 134-135 dari 136 
128 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw hlm. 135-136dari 136 halaman 



  

57 
 

yaitu Muhammad Sopro’i Bin Rohidi usia 18 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh, 

bertempat tinggal di Dk. Jrumat Timur Desa Cerih Rt. 15 Rw.01 Kec. Jatinegara Kab. 

Tegal. Bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan  tindak pidana kekerasan hingga 

meninggal dunia yang mengakibatkan korban anak yaitu Nur Khikmah Binti Imam 

Maliki. Maka dari itu bahwa Terdakwa terbuki bersalah melakukan atau turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia. 

b. Dakwaan 

Tindak pidana kekerasan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak 

hingga meninggal dunia dengan nomor perkara 133/Pid.Sus/2019/PN. Slw., yang 

dengan terdakwa Muhammad Sopro’i Bin Rohidi oleh jaksa Penuntut Umum Diah 

Rahmawati, S.H., M.H. didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.129 

Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang dibuat secara tunggal, dimana 

terdakwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum hanya didakwa 

karena satu delik atau suatu perbuatan pidana saja, tanpa diikuti oleh dakwaan-

dakwaan lain.130 

c. Tuntutan 

Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw dengan Terdakwa Muhammad Sopro’i 

Bin Rohidi. Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa 

terdakwa melakukan tindak pidana Kekerasan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan 

Terhadap Anak Hungga Meninggal Dunia. Setelah pemeriksaan barang bukti dan 

saksi-saksi di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa Terdakwa 

terbukti bersalah dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. 

1. Setiap orang; 

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak; 

3. Hingga menyebabkan meninggal dunia;131 

                                                             
129 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw hlm. 42 dari 59 halaman 
130 Ismantoro Dwi Yuwono, Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, ( Medpress Digital: Yogyakarta, 

2011), hlm. 170 Cet ke-1 
131 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw hal. 42 dari 59 halaman 



  

58 
 

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mengetahui barang bukti bahwa 

Terdakwa terbukti bersalah, Jaksa Pnuntut Umum bahwa Terdakawa Muhammad 

Sopro’i Bin Rohidi melakukan tindak pidana kekerasan atau turut serta melakukan 

kekerasan hingga meninggal dunia. 

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntuntan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sopro’i Bin Rohidi telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan tindak pidana “melakukan atau turut seta melakukan kekerasan 

terhadap anak hingga meninggal dunia”. 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Sopro’I Bin Rohidi tersebut 

oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga) tahun dan 

denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanna yang telah dijalani Terdakwa 

Muhammad Sopro’i Bin Rohidi tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

4. Menetapkan Terdakwa MOHAMMAD SOPRO’I Bin ROHIDI tersebut tetap 

ditahan. 

Setelah mengetahui tuntutan maka penulus dapat mengetahui bahwa tuntutan terhadap 

Muhammad Sopro’i Bin Rohidi hanya ada 1 (satu) tuntutan saja.  

d. Putusan 

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga perlu 

mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan 

terhada Terdakwa yang sebagai berikut: 

1. Keadaan yang memberatkan 

 Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian bagi anak korban Nur 

Khikmah Als Iik Binti Imam Maliki yang meninggalkan kesedihan yang 

mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan; 

 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 

 Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan; 
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2. Keadaan yang meringankan 

 Terdakwa abersikap sopan selama persidangan; 

 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 

 Terdakwa belum pernah dihukum; 

 

Oleh karena para anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka 

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide pasal 222 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). 

Ketentuan pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Thaun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang berhubungan dengan perkara a quo.132 

Mengadili; 

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOPRO’I Bin ROHIDI telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta 

Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SOPRO’I Bin ROHIDI 

dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan agar Terdakwa tetao berada dalam tahanan; 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) potong Karung plastic warna putih ukuran 50 Kg, bertulisan 

BANJAK MADJU; 

- 1 (satu) potong karung plastic warna putih ukuran 70Kg terdapat garis vertikal 

warna merah dan biru; 

                                                             
132 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw hal. 57 dari 59 
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- 1 (satu) utas tali raffia warna biru; 

- 1 (satu) utas tali tas warna hitam; 

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertulusan “UNITE BE VOOL BE NICE”; 

- 1 (satu) potong celana panjang teans warna biru merk CHANEL; 

- 1 (satu) potong sandal warma hitan merk ATT; 

- 1(satu) buah masker wajah warna hijau; 

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, di dalamnya terdapat: 

 1 (satu) buah sisir rambut warna merah muda; 

 1 (satu) bungkus pelembab wajah merk :FAIR LOVELY”; 

 1 (satu) bungkus brdak tabor merk MARCKS ukuran 40gr; 

 1 (satu) ballpoint merk standard=t; 

 1 (satu) buah vharger handphone; 

 1 (satu) buahkartu pelajar SMP Al-Ikhlas an. NUR KHIKMAH; 

 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat an. KHIKMAH; 

 1 (satu) keeping uang koin pecahan Rp 500,00 (lima ratus rupuah); 

 1 (satu) buah cincin warna kuning; 

- 1 (satu) buah cincin warna kuning; 

- 1 (satu) buah gelang tasbih warna coklat; 

1 (satu) unit Spm Honda Beat hitam mrah Nopol: G-2296-WZ No Rangka 

MH1JF5122BK667105, No Mesin JF51E2660163 (tanpa STNK). 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Slawi Pada Hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Indriawati, 

S.H., M.H., sebagai Hakum Ketua, R. Eka P. Cahyo Nugroho, S.H., M.H., dan Diana 

Dewiani, S.H., M.H., yang masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan 

dalam sudang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh 

Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Nugroho 

Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan 

dihadiri oleh Diah Rahmawati. S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Tegal, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.133 

                                                             
133 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw hal. 59 dari 59 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI SLAWI NOMOR 132/Pid.Sus/2019/PN. Slw DAN NOMOR 

133/Pid.Sus/2019/PN.Slw 

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Positif Putusan Pengadilan 

Negeri Slawi Nomor132/Pid.Sus/2019/PN. Slw dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi 

Nomor13/Pid.Sus/2019/PN. Slw 

Turut serta melakukan kekerasan hingga meninggal dunia (pembunuhan) pada 

bab III sudah di jelaskan, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa Abdul Malik 

Als Kroak Bin Tamrin dan terdakwa Muhammad Sopro’i Bin Rohidi dikenakan 

dakwaan pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 287 Ayat (1) KUHP. 

Jaksa Penuntut Umum memilih menggunakan dakwaan alternatif sebagaimana dalam 

pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  tentang 

Perlindungan Anak dan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikuta; 

1. Unsur Setiap Orang 

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi uebyek hukum 

pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan 

maksud untuk mencegah terjadinya error in person atau salah menghadapkan 

Terdakwa ke muka persidangan.134 

 Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin 

uraian identitasnya sudah benar dan di perkuat oleh saksi-saksi, maka dalam 

persidangan tidak dapat kekeliruan (error in persona). Selama peroses 

pemerksaan di persidangan Terdakwa mengikuti jalannya persidangan dengan 
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baik, tidak ditemukannya fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa tidak sehat 

Jasmani dan rohaninya. 

2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh atau Turut Serta 

Melakukan Kekerasan terhadap Anak 

Unsur menempatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat 

Tahun 2008 adalah menaruh, meletakan, memasang, kemudian membiarkan 

adalah tidak melarang, sedangkan yang melakukan (pleger) menurut R.Soesilo 

adalah yang sendirian yang telah berbuat mewujudkan segala analisir atau 

elemen dari tindak pidana, serta pelaku telah memenuhi semua unsur delik yang 

ia lakukan.  

 Ada dua orang yang Menyuruh melakukan disebut doen pleger,  sedangkan 

yang disuruh disebut dengan pleger  dimana seseorang mempunyai kehendak 

untuk melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri 

melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Sedangkan orang yang 

menyuruh dapat dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri 

suatu peristiwa pidana. 

Turut melakukan (medepleger) menurut Prof. Satochid yaitu bersama-sama 

melakukan sedikit-dikitnya ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan 

turut melakukan (medepleger). Dalam perbuatan turut melakukan ada dua sarat 

yang harus dipenuhi yaitu adanya kerjasama secara sadar, tidak perlu ada 

kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk 

mencapai hasil yang berupa tindak pidana ( bewuste samenweking) dan adanya 

pelaksanaan secara bersama-sama secara fisik (gezamenlijke uitvoering). 

Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 35 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,  psikis, seksual 

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan dalam 

penjelasan Pasal 89 kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( R. Soesilo, 

1984:84) dijelaskan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
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kekuatan jasmani tidak kecul secara tidak sah misalnya memukul dengan 

tangan, menyepak atau menendang.  

Bahwa yang dimaksud dengan anak sebagai mana ketentuan Pasal 1 angka 

1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Sedangan, menurut Pasal 1 angka 4 Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa 

yang disebut dengan anak yang menjadi anak korban tindak pidana yang 

selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang berumur 18 ( delapan 

belas ) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.135   

3. Unsur Hingga Meninggal Dunia 

Yang dimaksud unsur meninggal dunia menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi Keempat Tahun 2008 adalah mati, berpulang, atau tidak lagi 

ada nyawanya. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-

sama dengan anak saksi Nur Laela Alis Ela Binti Muhtaroni, anak saksi Ani 

Sofatul Iza Binti Urip, saksi Sepul Anwar Bin Watab dan saksi Muhammad 

Sopro’I Bin Rohidi melakukan kekerasan menahan bagian tubuh, mencekik dan 

menjerat dangan tali yang menyebabkan seorang yang bernama Anak korban 

Nur Khikmah Alias Iik Binti Imam Maliki meninggal dunia dan mayatnya 

ditemukan terbungkus dalam karung dan diikat dengan tali rafia berwarna biru 

oleh saksi Mahfud Bin Muid, saksi Khumedi Bin Fatkhuri dan saksi Wasriah 

Binti Nuri sudah menjadi kerangka pada hati Jumat tanggal 9 Agustus 2019 

pukul 09.00 WIB didalam rumah kosong yang terletak di Dukuh Jrumat wetan 

Desa Cerih RT 15 RW 1 Kecamatan Jatinegara Kabubaten Tegal. 

4. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan 

Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain. 

                                                             
135 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw. hlm. 113 dari 136 halaman 
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Unsur ini ada dalam putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. Yang 

terdakwanya Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin. Dalam unsur ini bahwa yang 

dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau 

dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. 

Ancaman kekerasan merupakan perbuatan secara melawan hukum berupa 

ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa 

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekeng kebebasan 

hakiki seseorang.  

Yang di maksud dengan memaksa adalah 1. Memperlakukan, menyuruh, 

meminta dengan paksa; 2. Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), 

memerkosa.136 Unsur ini menjelaskan bahwa persetubuhan diartikan sebagai 

suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi 

tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai 

ejakulasi.137 Selanjutnya bahwa anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan dasar 

hukum tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang di atur dalam 

padal 80 dan pasal 81 yaitu: 

Pasal 80 berbunyi; 

Ayat (1) 

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau anacaman 

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

Ayat (2) 
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Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Ayat (3) 

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pasal 81 berbunyi; 

Ayat (1) 

“setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 

Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. 

Ayat (2) 

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian  

kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain”.138 

Berdasarkan potocopy kutipan akta kelahiran Nomor 3328-LT-30012015-

0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil 

Kabupaten Tegal tanggal 30 Januari 2015 menerangkan anak korban Nur 

Khikmah Alias Iik Binti Imam Maliki lahir di Tegal pada tanggal 10 April 2003 

yang mana pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, Anak 

Korban Nur Khikmah Alias Iik Binti Imam Maliki berusia 16 (enam belas) 

tahun dan 16 hari sehingga anak korban Nur Khikmah Alias Iik Binti Imam 

Maliki termasuk dalam kategori anak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 

                                                             
138 Undang-Undang RI Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.139 

Dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majlis Hakim 

memiliki pertimbangan hukum bahwa terdakwa menyadari sepenuhnya 

tindakan yang telah diperbuatnya. Maka dari itu Majlis Hakim berkesimpulan 

unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya” ini semua telah terpenuhi. 

Terdakwa terbukti bersalah oleh Majlis Hakim dan terdakwa juga harus 

dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Selama di persidangan pun Terdakwa tidak pernah mengajukan 

permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, ketentuan 

Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, “siapapun yang diputus pidana dibebani 

membayar biaya perkara dan dalam hal ini bebas dari segala tuntutan hukum, 

biaya perkara dibebankan pada negara”. Dalam hal ini Terdakwa dibebani 

untuk membayar biaya perkara. 

Berdasarkan apa yang telah di paparan oleh penulis,  persoalan kasus turut 

serta melakukan tindak pidana dan persetubuhan terhadap anak oleh terdakwa 

yang bernama Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin dalam Putusan pengadilan 

Negeri Tegal Nompr 132/Pid.Sus/2019/PN.Slw Majlis Hakim menjatuhkan 

pidana penjara selama 13 (tiga belas ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Tindak pidana yang di lakukan Terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin 

Tamrin yaitu tindak pidana Melakukan Kekerasan atau Turut Serta Melakukan 

Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia dan Memasksa Anak 

Melakukan Persetubuhan sesuai aturan hukum yang belaku. Sedangkan dalan 

putusan yang lain berdasarkan kasus turut serta melakukan tindak pidana 

terhadap anak oleh terdakwa yang bernama Muhammad Sopro’i Bin Rohidi 
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dalam Putusan pengadilan Negeri Slawi Nompr 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw 

Majlis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Hal ini 

berbeda karena terdakwa Muhammada Sopro’i Bin Rohidi tidak sampai 

melakukan tindak pidana yang lain seperti persetubuhan. 

Maka menurut penulis bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa 

adalah penyertaan (Deelneming) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan 56 

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum 

Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dimana dalam pasal 55 

KUHP djelaskan bahwa ada seorang pelaku, menyuruh melakukan, turut serta 

melakukan perbuatan, penganjur. Sedangkan dalam pasal 56 KUHP diman 

seseorang segaja sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, ataupun 

saran, adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut agar 

terwujud. 

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam menetapkan, bahwa persepakatan dan pemberian 

bantuan atas tindak pidana di anggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, 

baik tindak pidana yang dimaksud itu terjadi maupun tidak. Ketentuan ini 

berdasarkan dua hal berikut. Pertama, hukum pidana Islam mengharamkan 

perbuaatn bersepakat dan memberi bantuan atas terjadinya tindak pidana yang 

merupakan kemungkaran yang paling dasar dalam syara’. Kedua, persepakatan 

(pemufakatan) melakukan tindak pidana dan memberikan bantuan atasnya 

menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu tindak 

pidana. Sementara itu, kaida Ushul fiqh menetapkan bahwa seseuatu yang 

menyebabkan terjadinya suatu hal yang diharamkan maka hukumnya adalah 

haram.140 

Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana 

dikenal dengan istilah pembebanan hukum terhadap seseorang terhadap jarimah 

                                                             
140 Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, 2017, Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi 

Pidana Pembunuhan, Vol. VI N0. 1. Hal. 141 
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atau kejahatan yang dilakukan atas kemauan sendiri serta sadar akan maksud dan 

akibat dari perbuatannya. maka pertanggungjawaban pidana ditegakan atas tiga hal, 

yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, 

pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut.141 Hukuman yang kenakan 

kepada pelaku tindak pidana tergantung pada sifat perbuatannya, sifat pelakunya, 

dan niat sipelaku. Misalnya, membunuh karena membela diri, sementara yang 

terbunuh (pembunuh) berdasar suruhan orang lain, maka pembunuh ini tidak 

diberlakukan qisash, sementara penyuruh (doen ploger), tetap dipidana. Begitu juga 

membunuh karena kealpaan atau tidak disengaja, maka hukumannya tidak seberat 

membunuh karena keinginan diri sendiri.142 

Perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 

masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan dan lain sebagainya yang 

merupakan suatu jarimah. Setiap jarimah mempunyai unsur-unsur khusus yang 

membedakan satu perbuatan jarimah dengan jarimah lain. Misalnya unsur 

pengambilan secara diam-diam di dalam jarimah pencurian, unsur menghilangkan 

nyawa dalam jarimah pembunuhan, dan unsur-unsur khusus lainnya. Hanya saja, 

tidak selamanya unsur-unsur jarimah tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam 

setiap pemeriksaan kakus pidana.143 

Dalam kasus tindak pidana yang telah di paparkan di atas maka dapat di 

analisis bahwa kejandian tindak pidana tersebut oleh Terdakwa Abdul Malik Bin 

Tamrin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/ Pid.Sus/2019/PN. Slw. 

Tindak pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan. Ajaran turut serta dalam 

KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang 

tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan ketentuan 

penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran 

penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas 

                                                             
141 Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader 

Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Vol.4 No. 1 
142 Dede Rosyada, hukum Islam dan Prantara Sosial, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1992), 

hal 18-19 
143 M.Sulaeman, Menggapai Hukum Pidana Ideal, (Yogyakarat: Deepublish, 2018), Hal. 130. Cet ke-1 
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pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan 

asas kesalahan (green straf zonder schuld).144 

a) Turut serta tindak pidana pembunuhan 

Para Fuqaha dalam hukum pidana Islam memberikan pembedaan antara 

orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut 

sharik mubashir, perbuatannya disebut ishtirak al- mubashir. Orang yang tidak 

turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah disebut sharik 

mutasabbib dan perbuatannya disebut ishtirak ghayr al-mubashir atau ishtirak bi 

al-tashabbub. perbedaan tersebut ialah orang pertama menjadi kawan nyata dalam 

pelaksanaan Jarimah, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya jarimah.145 

1. Turut berbuat jarimah langsung (isytirak al-mubbasyir) adanya kesepakatan 

para pelaku untuk melakukan kejahtan tersebut (tamalu) 

Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu, pelaku jarimah berbuat 

secara kebetulan (tawafuq) dan adanya kesepakatan (tamalu). Dalam 

pertanggungjawaban pada jarimah turut serta secara tawafuq, pelaku 

bertanggungjawab tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh orang 

lain.146 Seperti dikatakan dalam Q.A. Al-An’am/6:164 

                                       

                                

Artinya: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah 

Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa 

tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu 

                                                             
144 Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, (Jakarta: Kencana, 

2014), hal.7 Cet ke-1 
145 Ahmad Hnafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 136 
146 Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana 

Islam, Skripsi, Sukmawati, 2016 
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kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 

perselisihkan."147 

Bahwa untuk orang yang melakukan perbuatan suatu jarimah, maka 

pertanggungjawaban hukumannya akan kembali pada dirinya sendiri.  

Sedangkan turut serta jarimah secara tamalu dimana para pelaku 

telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana dan mengingatkan 

hasil dari tindak pidana tersebut. Apabila ada dua orang bersepakat untuk 

membunuh seesorang, kemudian keduanya pergi untuk menjalankan 

aksinya, seseorang diantaranya mengikat korban, sedangkan yang lain 

memukul kepalanya hingga mati, maka keduanya bertanggungjawab atas 

pembunuhan tersebut.148  

Dalam jarimah tamalu semua pelaku turut serta berbuat jarimah maka 

bertanggungjawab atas apa yang terjadi secara adil, dalam Q.S. An-Nisa: 

4/58. 

                               

                             

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat”.149 

                                                             
147 Dikutip dari Al-Qur’an Sutat Al-An’am ayat 164 
148 Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi’I tentang Hukuman Turut Serta dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan, Skripsi, Sopyan, 2016 
149 Dikutip dari Q.S. An-Nisa’ ayat 58 
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Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa hukuman pelaku jarimah 

secara tamalu harus dikenakan secara adil tanpa terkecuali. Hal ini karena 

perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan anatara mereka 

(tamalu). Berbeda halnya menyuruh anak dibawah umur untuk membunuh 

orang lain, menurut Imam Maliki, Syafi’I dan Ahmad, yang menyuruh 

(doen pleger) dipandang sebagai dader (eksekutor) karena orang yang 

disuruh hanya merupakan alat semata-mata.150  

Contoh dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, yang 

hukumannya di akhirat kelak, yang akan diberikan gajarannya sehingga 

secara jelas telah ditegakan dalam Q.S An-Nisa/4: 93 

                              

                  

Artinya: “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 

dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya 

dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab 

yang besar baginya”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam sendiri 

berlaku hukum Qisas bagi pelaku pembunuhan, apa lagi dilakukan karena 

sengaja. Abu Zahrah juga berpebdapat bahwa Qisas adalah memberikan 

hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap 

korban. 

Hukuman qisas disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma. 

a) Qisas berdasarkan Al-Qur’an  

 Q.S. Al-Baqarah 2/178-179 

                                                             
150 Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader 

Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Vol.4 No. 1 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 

diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara 

yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 

kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, 

Maka baginya siksa yang sangat pedih”. 

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. 

 Q.S. Al-Maidah 5/45 

                         

                      

                           

“Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya 

(At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
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mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 

gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang 

melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) 

penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 

orang-orang yang zalim”. 

b) Qisas berdasarkan al-Sunnah/al-Hadist 

 Hadist Riwayat Muslim 

 

عن عبد ا لله قا ل : قا ل ر سو ل الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل د م ا مر ئ مسلم 

  إ لا بإ حد ى ثلا ث : ا لثيب ا لز ا ن, و ا لنفس با لنفس، و ا

لتا ر ك لد ينه ا المفا ر ق للجما عة     

“Dari ‘Abdillah berkata: Rasulullah saw., bersabda: “Tidak 

halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang 

yang huson berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya 

ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya dan 

berpisah dari jmaahnya”. 

 Hadist Riwayat Abu Dawud 

 

 عن ا بن عبيد قا ل : قا ل ر سو ل الله صلى ا لله علىه و سلم : و من قتل

عمد ا فهو قو د   

Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Dan 

barangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia hendak untuk menuntut 

qisas”. 

2. Berbuat jarimah secara tidak langsung (isytirak ghairi al-mubasyir) 

Berbuatan jarimah secara tidak langsung dimana setiap orang yang 

mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan 

yang dapat dihukum ataupun suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, 

menyuruh orang lain, atau membiarkan bantuan dalam suatu perbuatan yang 

di sertai dengan kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh setra memberi 

bantuan. Perbuatan ini ada pula unsur-unsurnya yaitu: 
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Pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk mewujudkan 

turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. 

Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai walaupun masih 

percobaan. Kedua, dengan kesepakatan, bujukan, atau bantuan yang 

dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksana. Jika tidak ada 

kejahatan tertentu yang dimaksudkan, maka pelaku dianggap turut berbuat 

dalam segala tindak pidana yang terjadi. Ketiga, untuk mewujudkannya 

dengan adanya kesepakatan, menyutuh, dan memberi bantuan.151 

Bahawa dari penjelasan di atas maka pertanggungjawaban dalam 

hukum Islam terhadap doen pleger dikenakan hukuman ta’zir. Diketahui 

bahwa hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara’, 

dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri 

(pemerintah).152 Sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, 

yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan teguran, 

sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan 

samapai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim 

didelegasikan wewennag untuk memilih hukuman yang sesuai dengan 

keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.153 Sehingga dalam hukum Islam 

dikenal dengan pidana ta’zir bagi mereka pelaku turut serta dalam melakukan 

jariamah. 

Tak’zir merupakan ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang 

tidak dijelaskan secara tegas oleh nash, akan tetapi perlu dijatuhkan terhadap 

pelaku. Menurut ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman ta’zir 

adalah pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan 

ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. 

Dalam perspektif hukum Islam, sepanjang perbuatan tersebut 

merugikan atau secara prediktif dapat diperkirakan akan mendatangkan 

kerugian dalam kehidupan manusia, perbuatan tersebut dapat di golongkan 

                                                             
151 Widya Astuti, Ishaq, Edi Kurniawan, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger dan Dader 

Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Vol.4 No. 1 
152 Panji Adam, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hal. 255 Cet ke-1 
153 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Islam, Juz III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hal. 84-85 
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sebagai jarimah ta’zir, tentusaja legitimasi suatu perbuatan tersebut sebagai 

jarimah ta’zir harus didasarkan atas penetapan perundang-undanagan oleh 

penguasa atau melalui ijtihad hakim (yurisprudensi) dalam proses 

persidanagn.154 

Dijelaskan bahwa dasar hukum disyari’atkan ta’zir dalam beberapa Hadist 

sebagai berikut; 

 Hadist riwayat al-Bukhari dan Muslim 

عن أ بي بر د ة ر ضي ا لله عنه قا ل : كا ن ا لني صلى ا لله عليه و سلم يقو ل : لا يجلد فو 

ن حد و د ا للهق عشر جلد ا ت إلا في حد م  

Dari Abu Burdah ra. Berkata: bahwasannya Nabi Saw., bersabda: 

“Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam 

hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”. 

 Hadist Riwayat Abu Dawud 

ل ا لله صلى ا لله عليه و سلم : أقيلو ا ذ و عن عا ئشة ر ضي ا لله عنها قا لت: قا ل ر سو 

 ى ا لخيئا ت عثر ا تهم إ لا ا لحد و د 

Dari ‘Asyiah ra. Berkata: bahwa Rasulullah Saw., bersabda: 

“ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah 

melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali didalam 

hukuman yang telah ditentukan (hudud).155 

Dari pemaparan kronologi kasus diatas mengenai turut serta tindak 

pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan namor 

132/Pid.Sus/2019/PN.Slw dan 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw., perbuatan para 

terdakwa termasuk dalam turut serta para pelaku melakukan kekerasan secara 

bersama-sama hingga meninggal dunia sehinga pelaku masing-masing di 

anggap pelaku turut serta secara langsung. Dimana dalam hukum Islam 

                                                             
154 H. Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Serta Ekonomi 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 328 Cet ke-2 
155 Dikutip dari Buku Rohmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang:Karya Abada Jaya, 2015), hal. 199 Cet ke 1 
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mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut 

dengan hukuman Qisas. 

 

b) Kejahatan seksual (perzinaan) 

Dalam kehidupan sehari-hari istilah kejahatan ini merupakan hal yang tidak 

asing lagi. Pada prinsipnya istilah kejahatan diberikan pada suatu perabuatan 

manusia tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan jahat. 

Dengan bervariasinya kehidupan suatu masyarakat, maka penilaiannya terhadap 

suatu perbuatan manusia pun akan bervariasi pula. 

R. Soesilo membedakan kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara 

sosiologis. Ditinjau dari segi yiridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 

tingkah laku yanag bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 

sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahtan artinya perbuatan atau tingkah 

laku yang selain merugukan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu 

berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.156 Dapat di ambil 

kesimpulan bahwa kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merugikan 

masyarakat dan melanggar ketentuan undang-undang. 

Dalam hukum Islam persetubuhan di kategirikan sebagai jarimah hudud. 

Dengan demikian, pelanggaran terhadap hukuman yang masuk wilayah hudud, 

sanksinya tidak bisa digugurkan perorangan maupun kelompok masyarakat. 

Hukuman hidud adalah sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah Swt., 

dalam Al-Qur’an dan Hadist. Hukuman hudud merupakan hak Allah Swt., yang 

tidak boleh ditukar atau diubah atau dipindahkan atau dimaafkan siapapun yang di 

dunia ini. Mereka yang melanggar ketetapan hukum yang telah ditentukan Allah 

dan rasul-Nya, termasuk dalam golongan orang yang zalim. Menurut ibnu 

Taimiyah, hudud dilaksanakan agar manusia senantiasa berbuat kebajikan.157 

                                                             
156 Muhammada Ridwan Lubis, Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Presfektif Hukum Islam 

dan Hukum Pidana, Vol. 17 No. 3 
157 FuadThohari, Hadis Ahkam, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hal.50 Cet ke-1 
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Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda 

dengan sistem barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang 

diharamkan itulah zina, baik yang telah dilakukan oleh orang yang sudah 

berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal tergolong orang mukallaf, 

meskipun dilakukan dengan penuh kerelaan tetap merupakan tindak pidana. 

Tindak pidana persetubuhan dalam hukum Islam disebut dengan jarimah 

Zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilarang keras oleh Islam. Mengenai 

kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatab al- Syarbini mengatakan, zina 

termasuk dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang paling keji, tidak 

satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya sangat berat, 

karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.  Abdul Qadir juga 

berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh 

pelakunya.158 

Jarimah zina sendiri memiliki pengertian hubungan kelamin anatra laki-laki 

dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan agar 

sadar tanpa adanya unsur syubhat. Hukum Islam, hukuman atas tindak pidana zina 

da tiga; 

 Jilid (cambuk atau dera) 

 Tagrib (diasingkan) 

 Rajam 

Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan bagi pelaku zina gairu muhsan 

(belum pernah menikah), sedangkan rajam ditetapkan bagi pelaku zina muhsan 

(pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah). 

Apabila keduanya gairu muhsan, hukumannya adalah dera dan dibuang, tetapi jika 

keduanya muhsan, hukumannya adalah rajam. Apabila salahsatunya muhsan, 

                                                             
158 Zaunuddin, 2017, Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif, Vol. 4 No.2 
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sedangkan yang lain gairu muhsan, pelaku utama dijatuhi hukuman rajam, 

sedangkan yang gairu muhsan dijatuhi hukuman cambuk dan diasingkan.159 

1. Hukuman dera (jilid) 

Hukum Islam mengancamkan hukuman jilid (dera) terhadap pelaku zina gairu 

musan. Hukuman ini hanya memiliki satu batasan karena hukum Islam telah 

menentukan bentuk dan jumlah hukumannya sebanyak seratus kali dera. Allah 

SWT berfirman, 

                                  

                                   

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, 

jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman”. (Q.S. An-Nur 24:2)  

 Hukuman cambuk ditetapkan untuk memerangi segala factor (psikologis) 

yang mendorong dilakukannya tindak pidana dengan menggunakan faktor 

yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. dalam 

hukum Islam tidak menentukan hukuman dera sebagai hukuman atas perbuatan 

zina secara sembarangan, tetapi berdasarkan karakter manusia, akal, dan 

psikologis mereka.160 

2. Hukuman Pengasingan (Tagrib) 

Hukum Islam mengancam pelaku zina gair muhsan dengan hukuman 

pengasingan selama satu tahun setelah terlebih dahulu dijatuhi hukuman dera. 

Imam  Malik berpendapat bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman 

hudud yang harus dijatuhkan hanya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. 

                                                             
159 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Islam, Juz III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hal. 42 
160 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Islam, Juz III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hal. 42 
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Imam asy-Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal bahwa hukuman pengasingan 

adalah hukuman hudud yang diwajibkan kepada pelaku zina gair muhsan, baik 

dia laki-laki maupun perempuan.161 

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah , taghrib merupakan hukuman 

yang tidak wajib dan dapat diresahkan kepada kebijakan ulil amri 

(pemerintah). Imam Abu Hanifah mengatakan, hukuman pengasingan 

(taghrib) bukanlah termasuk had, melainkan dikategorikan ta’zir.162 

3. Hukuman Rajam 

Hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina muhsan, baik terhadap 

laki-laki maupun perempuan. Rajam adalah hukuman mati dengan cara 

dilempari dengan batu. Hukuman rajam tidak termaktub dalam Al-Qur’an. 

Karena itu, kaum Khawarij mengingkari hukuman ini. Menurut mereka, tindak 

pidana zina, baik muhsan maupun gair muhsan, hanya dijatuhi hukuman dera. 

Fukaha selain golongan Khawarij menyepakati keberadaan hukuman rajam. 

Alasan mereka, hukuman rajam pernah dijatuhkan Rasulullah SAW dan oleh 

ijmak sahabatsesudahnya. 

Diantara hadis popular yang berkaitan dengan hal ini adalah; 

“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga 

hal: kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin), dan pembunuhan bukan 

karena pembunuhan (qisas)”.163 

Penjatuhan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan itu didasarkan 

kepada hadist Nabi, baik secara qauliyah maupun fi’liyah. Bahwa hukumana 

rajam dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari’at Islam sendiri 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, akan tetapi berdasarkan nash atau 

ajaran agama sebelumnya, yaitu nash yang terdapat dalam kitab Taurat. Hal ini 

dapat dari dasar normatif dari hukuman rajam ini adalah hadis-hadis Nabi yang 

                                                             
161 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Islam, Juz III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hal. 46 
162 Fuad Thohari, Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir), 

(Yogyakarta: Budi Utama, 2018), Hal 12 Cet ke-1 
163 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Islam, Juz III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hal. 47 
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mengacu pada penerapan had rajam bagi pelaku zina muhsan, seperti hukuman 

rajam yang dijatuhkan kepada Ma’iz bin Malik dan wanita Ghamidiyah yang 

datang menghadap langsung kepada Nabi yang mengakui perbuatan zinanya 

dan memeinta dengan kesadaran dan kemauannya sendiri untuk dilaksanakan 

hukuman rajam atas dirinya, walaupun berkali-kali pula Nabi menolak 

pelaksanaan penerapan hukuman rajam atas diri mereka tersebut. akan tetapi 

pada akhirnya setelah Rasulullah yakin atas pengakuannya, maka Rasulullah 

baru menjatuhkan hukuman rajam bagi mereka (kaum Yahudi) sesuai dengan 

isi kitab Taurat yang telah diyakininya.164 

Berdasarkan kasus yang telah di paparkan dalam bab III di atas bahwa 

terdakwa Abdul Malik Als Kroak Bin Tamrin dalam Putusan Nomor 

132/Pis.Sus/2019/PN.Slw., telah melakukan persetubuhan secara paksa 

terhadap anak, dengan ancaman kekerasan. Hukuman bagi terdakawa karena 

terdakwa sudah menikah (muhsan) hukuman untuk terdakwa yaitu dihukum 

Rajam (dilempari batu sampai mati). 

 

c) Uqubah dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dan Turut Serta 

Teori bergandanya hukuman dalam hukum Islam dibatasi oleh dua teori 

yang lain, yaitu teori saling melengkapi dan teori penyerapan. Ketika terjadi 

gabungan perbuatan jarimah hukuman-hukumannya saling melangkapi sehingga 

semua perbuatan dijatuhi satu hukuman, seperti halnya melakukan satu perbuatan 

(saling melengkapi). Suatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman 

tidak dapat di jatuhkan, hal ini tidak lain adalah hukuman mati (penyerapan).  

Turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dapat dikategorikan menjadi 

dua macam, yaitu tamalu dan tawafuq. Tawafuq adalah beberapa orang yang 

melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya 

(kejahatan tersebut karena da pengaruh psikologis), sedangkan kejahatan yang 
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dilakukan secara bersama, dan berencana dengan adanya kesepakatan antara yang 

lain di sebut tamalu.  

Hukuman dalam kasus yang telah di paparkan di atas dalam bab III bahwa 

terdakawa (pelaku) jarimah pembunuhan tersebut mengandung teori penyerapan 

atau disebut juga al-jabb. Dimana hukuman untuk pelaku yang melakukan tindak 

pidana lebih dari satu maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang 

hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman mati, sebab hukuman mati 

menyerap semua jenis hukuman yang ada. Dalam kasus tersebut, penerapan 

teorinya adalah dengan mengqisas pelaku debagai hukuman pembunuhan, sebab 

hukuman qisas sudah menyerap hukuman yang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian masalah yang telah di paparkan pada bab-bab terdahulu, maka 

diperoleh kesimpulakn, antara lain: 

1. Terlibatnya seseorang atau lebih pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam 

putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/Pn.Slw,  memiliki dua 

tindak pidana yaitu pembunuhan dan peretubuhan terhadap anak. Dalam hal ini hakim 

menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan dasar 

hukum tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang di atur dalam padal 80 

dan pasal 81. Tindak pidana yang di lakukan terdakwa Abdul Malik Bin Tamrin 

mengakibatkan seorang anak meninggal dunia dengan di masukan dalam karung dan 

di biarkan dalam rumah kosong. Perbuatan tersebut tergolong sangat keji dan tidak 

berperikemanusiaan. Perbuatannyadi hukum dengan pidana penjara 13 (tiga belas) 

tahun dan pidana denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh  juta rupiah). 

Hukuman untuk perkara No. 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw terhadap tindak pidana 

turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dengan dakwaan tunggal yang 

sebagaimana diatur dalam pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 tahun 2014 

tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang 

dalam persidangan unsur-unsurnya sudah terpenuhi, terdakwa mengakibatkan 

meninggalnya seorang anak, dengan di pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan 

kurungan. 

2. Dalam hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi yaitu tentang turut serta 

melakukan tindak pidana dan persetubuhan yang dilakukan oleh  terdakwa Abdul 

Malik Bin Tamrin dua jarimh Ta’adudul Jara’in yaitu turut serta dan persetubuhan 

dengan anak termasuk jarimah zina. Dalam hukum Islam mereka yang melakukan 

suatu perbuatan jarimah secara bersama-sama. Hukum Islam mengenal 2 (dua) bentuk 

turut serta melakukan jarimah, yakni, turut berbuat jarimah langsung 
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(isyitirakmubasyir) dan turut berbuat jarimah tidak langsung (isytirakghairumubasyir). 

Kasus ini bahwa terdakwa melakukan perbuatan turut serta secara langsung 

(isyitirakmubasyir) adanya kesepakatan para pelaku untuk melakukan kejahtan tersebut 

(tamalu) dikenakan hukuman qisas. Dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut 

terhadap anak hingga meninggal dunia. Jarimah yang kedua jarimah persetubuhan atau 

zina. Dalam hukum Pidana Islam jarimah zina memiliki dua kategori yang yaitu zina 

Muhsan dan gairu muhsan. Dalam perbuatan terdakwa ialah muhsan (sudah menikah) 

maka dijatuhi hukumannya yaitu rajam, dalam prespektif hukum Islam teori 

penyerapan (Nazariyyatul Jabb) dimana menjatuhkan hukuman yang mengakibatkan 

hukuman-hukuman yang lain tidak dapat di jatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut 

tidak lain adalah hukuman Qisas atau hukuman mati dimana pelaksanaan hukuman 

tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. Perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sopro’i Bin Rohidi terbukti melakukan perbuatan 

turut serta melakukan jarimah. Dijelaskan pertanggungjawaban terhadap pelaku turut 

serta melakukan jarimah (dader) dalam hukum Islam yaitu hukan qisas, karena 

terdakwa sepakat dan berniat ingin membunuhnya termasuk orang yang hadir pada saat 

berlangsungnya perbuatan. 

B. Saran-saran 

1. Dalam kasus pembunuhan terhadap anak ini dapat menjadi suatu pelajaran untuk 

masyarakat. Terutama buat orang tua terhadap anaknya untuk lebih berhati-hati 

terhadap pergaulan, Agar tidak terjadi tindak pidana pembunuhan lagi. Bagi remaja 

agar menjaga diri dalam sebuah pergaulan, rajinlah beribahada agar tahu mana baik 

dan mana yang patut dihindari. 

2. Pengaturan tentang delik gabungan dan akibat hukumannya pada hakikatnya adalah 

untuk kemaslahatan umat. Maka hubungannya dengan keputusan hukum terhadap 

pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya 

memperhatikan hal sebagai berikut; putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan 

yang harus dipertanggungjawabkan di masyarakat, negara dan agama. Putusan  yang 

dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran kejahatan pada dasarnya untuk mencegah 

terulangnya kejahatan.  
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3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk 

penelitian, sebagai bahan perimbangan untuk mengkaji lebih dalam dalam penelitian 

selanjutnya dengan lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan kasus yang 

peneliti kaji. 

 

C. Penutup 

Demikian penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis buat, yang ber judul 

“Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan dan Turut Serta Melakukan 

Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN. 

Slw dan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Slw”. penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekuranagn dan kekeliruan. 

Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penilis maupun pembaca. 

Ammiin ya Rabbal’alamin 
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3. Foto bersama Hakim Pengadilan Negeri Slawi Ibu Diana Dewiani, S.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Data Diri 

Nama    : Nisatun Ikhana Qodriyah 

Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 5 Februari 1997 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Status    : Belum Menikah 

Alamat  : Danareja Rt. 08 Rw. 04 Kec. Balapulang Kab. Tegal, Jawa-    

Tengah 

Email : nisatunikhanaqodriyah97@gmail.com  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 

1. SD Negeri Danareja 02, Tegal  (Tahun 2003-2009) 

2. SMP Negeri 1 Lebaksiu, Tegal  (Tahun 2009-2012) 

3. MA Negeri Babakan Lebaksiu, Tegal (Tahun 2013-2016) 

4. UIN Walinsongo Semarang   (Tahun 2016-2020) 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

 

 

 

Semarang, 30 November 2020 

Penulis, 

 

 

Nisatun Ikhana Qodriyah 

NIM: 1602026019 

mailto:nisatunikhanaqodriyah97@gmail.com

